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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah
mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6781);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);




13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor
15);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 11);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 1 (satu) tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
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(1)

(2)
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(2)
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan
Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat Kkebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 terdiri
atas:

BABI. Pendahuluan;

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB IlI. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan

Daerah;
BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten /Kota;

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
BAB VIII. Penutup.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran

keberhasilan pembangunan paling utama dari RKPD

yang harus dicapai pada tahun 2025 yang diambil dari

indikator tujuan dan sasaran strategis pembangunan

daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka
78,60;

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,28-6,58
persen;

c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,05-5,67 persen;
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d. Indeks Gini pada angka 0,310-0,321;

e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka
80,19;

f. Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual
(BAU) sebesar 27,53 persen;

g. Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 74,00 (B);

h. Prevalensi Stunting sebesar 19,80 persen;

i. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,60-5,14
persen;

j. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada angka

67,64,

k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada
angka 8,38; dan

1. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 12,39
persen.

Pasal 4
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 selanjutnya
menjadi:
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan

b.

C.

(1)

(2)

(1)

akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi
dengan Kabupaten/Kota Tahun 2025, dan;

pedoman penyusunan Rancangan KUA  serta
Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2025.

Pasal 5

Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada
KUA serta Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam
RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala
Daerah dengan ketua DPRD.

Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau
provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan
perintah peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 6

Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam

tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah atau keuangan daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;




b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
tahun berjalan.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam
hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat,
keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana
pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 7

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025
dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
AKMAL MALIK
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2024 Salman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT-DAERAH PROV. KALTIM
SEKRETARIS DAERAH / KEPALA'BIRO HUKUM,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, .
ttd (g
SRI WAHYUNI

N‘IP V19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 26.




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan terdiri atas: RPJP
(Rencana Pembangunan Jangka Panjang) untuk jangka 20 Tahun, RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka 5 Tahunan, dan
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk jangka tahunan. Dengan
adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun
2024-2026, maka dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah) tahun 2025 mengacu pada dokumen RPD.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran
pelaksanaan tahun kedua RPD Tahun 2024-2026, yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana
kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2025 ini
selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam
penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Penyusunan RKPD 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat. Selain itu, Dalam penyusunan RKPD 2025, Provinsi
Kalimantan Timur harus mengimplementasikan dan melaksanakan agenda
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals
(SDGs). Pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam melaksanakan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) guna mencapai pembangunan
yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Melalui inisiatif lokal, pemerintah
daerah dapat menyelaraskan kebijakan, program, dan proyek pembangunan
dengan prinsip-prinsip TPB yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan

lingkungan.



Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan
perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui

8 (delapan) tahapan sebagai berikut

Persiapan Penyusunan RKPD;

Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;

Penyusunan Rancangan RKPD;

Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;

Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan

Penetapan RKPD.

® N o kb=

Secara rinci tahapan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2025 disajikan pada gambar sebagai berikut.

PPersiapan SE Penyusunan
enyusunan Renja-SKPD
RKPD )
H
! Berita Acara
' Musrenbang
Pengolahan Telaahan Pokok-pokok E kab/kota
Sata dan. kebijakan pikiran DPRD M
nasional provinsi i
Penyusunan i
v Fancng =
Analisis enja SK
Gambaran Perumusan Provinsi
Umum rer
Kondisi Pembangunan
Daerah Daerah
Q.
Bappeda
Analisis
Ekonomi & ‘J/ l Rancangan Y
L keuda RKPD SQusmesand
rioritas dan Kerangka rogram
s P Casaran < Ekono & B PrioEitags daerah K:r?srlljjk";si
i Eva e pembangunan Kebijakan beserta pagu i Fasilitasi
S beserta pagu Keuda indikatif Rancangan
ahun Lalu Musrenbang 8
o Perkada tentang
| | RKPD provinsi RKPD
Review Dok RKPD Penyel ° Penetapan
insi taht yelarasan )
RPJMD P erilan Rakortek Rencana program Rancangan Akhir PERGUB
prioritas daerah ttg RKPD
beserta pagu RKPD
indikatif

PENYUSUNAN KUA

&PPAS
Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun dengan

mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Kalimantan
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Kalimantan Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Kalimantan Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Kalimantan Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Kalimantan
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Kalimantan Nomor 6856);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2022 Nomor 4);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Kalimantan Tahun 2022 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Kalimantan Nomor 6781);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6794);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;



26.

27.

28.

1.3

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023 Nomor 1); dan

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2023 Nomor 16).

Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu

kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan

pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara

nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2025 berpedoman

pada :

a.

Kebijakan tahapan pelaksanaan RPD 2024-2026 tahun kedua, yaitu
penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program

perangkat daerah dan lintas perangkat daerah;

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, yaitu penyelarasan
prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan
tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan

program strategis nasional dalam RKP Tahun 2025.

Selanjutnya RKPD 2025 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat

daerah (RENJA PD), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Adapun hubungan

keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada

Gambar 1.2. Sistem perencanaan pembangunan daerah dimulai dari tahapan

perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap

penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
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Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2025 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan

pembangunan tahun 2024.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2025, yaitu:

a. Menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan antara

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025;

b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran
2025.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 dengan rumusan sebagai berikut:



BAB L.

BAB II.

BAB IIIL

BAB IV.

BAB V.

BAB VI.

Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud
dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika

dokumen RKPD.
Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan

realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.
Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan
dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam
pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, tujuan
pembangunan berkelanjutan, serta penyajian indikasi kamus

usulan aspirasi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya
akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam

penyusunan RKPD kabupaten/kota.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang seluruh
rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun

berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan



BAB VIIL

BAB VIII.

tahun perencanaan pembangunan RKPD, dan capaian kinerja

yang direncanakan dalam RPD.
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

pada akhir tahun perencanaan.
Penutup

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD yang diantaranya
meliputi peran dokumen RKPD dalam pelaksanaan
pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi

hasil pelaksanaan RKPD.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur
sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula
bersifat unrenewable resources menjadi renewable resources perlu mendapatkan
perhatian besar. Sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi
yang sustainable bagi daerah untuk menggeser dominasi sektor pertambangan
dan penggalian dalam  struktur perekonomian. Besarnya potensi
keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan dapat
dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan
diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA
terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau
seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Oleh
karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi
industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada
pertumbuhan ekonomi kawasan.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai dokumen
perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan
isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek
pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan
kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu
melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan
pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan
daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek
geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan

daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2037’ 12.99”
Lintang Utara (LU) dan -2028’ 19.31” Lintang Selatan (LS), 113% 50’ 3.61-1199
14’ 13.06” Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi

Kalimantan Timur sebagai berikut:
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1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan
Negara Malaysia bagian Timur;

2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan
Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan
Selat Makassar; dan

4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut

Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia
dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 15.344.552 ha.
Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan
luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha.
Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki
peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

@

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2022 - 2042

pe !

Legend : RENCANA PUNGST JALA ¢
Srpe Aewcans Jalan Arter
BATAS ADMINISTRASL ¢ Rescans Jalin Kol |
flemcans Jolan Kelekerr 2
Aescana Julin Kojektur 3

PUTKISE AN
Jaan At
Jnten Kohetur
Mo Kodektor 2
I Kisbtor 3

KAWASAN LINDUNG

Gambar I1.1

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, Kalimantan Timur terdiri dari
Kawasan Lindung seluas 2.974.766 Ha dan Kawasan Budidaya seluas
12.369.786 Ha. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air, Kawasan yang
memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan
perlindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Pencadangan Konservasi

di Laut, Kawasan Hutan Adat, Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan
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Ekosistem Mangrove sedangkan Kawasan Budidaya terdiri dari Kawasan Hutan
Produksi, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan
Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri,
Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Transportasi dan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara
(IKN) Nusantara melalui undang - undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota
Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang. Luas
wilayah IKN Nusantara mencapai 324.331 Ha yang terdiri dari luas wilayah
daratan mencapai 256.142 ha dan wilayah laut mencapai 68.189 ha. Sehingga
luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur setelah ditetapkannya IKN Nusantara
mencapai 16.407.734 ha dengan luasan wilayah daratan mencapai 12.478.550
ha dan wilayah laut mencapai 3.929.184 ha.

IBU KOTA NEGARA

NUSANTARA

LEGENDA « 3
= Sl Ml KETERANGAN ZONASI: &
s # ntahat ko,
e Yo Provwinsl I Kawesan It Pusel Pernetintahar "‘\‘&,'-
Kawesan TKN

s Jtlan TOL
== Rencara Jalen Arterl Frimer I Ko wesan Prerlussin TV

= Riencara Jalzn Inar Rirg Road KIFP

0
Rencara Jalan Cuter Ring Raad KIP? Km

Gambar II.2
Peta Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan
landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas
permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah
pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah
perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter

di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat



-13-

laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut yang
berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat
berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan
persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.

Q PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PROVINS!
KALIMANTAN UTARA
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Gambar II.3
Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi
adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di
Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian
25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08
Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran
rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu
yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada
ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten

Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
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Gambar I1.4

Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur,
wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas
7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai
Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas
40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar
1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan
Timur adalah Sungai Berau, Sungai Kelai, Sungai Dondang, Sungai Mahakam,
Sungai Belayan, Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai

Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Loa Haur, Sungai Telen.
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Gambar I1.5
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur
menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa
sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan
berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (mineral
industry) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi
bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.
Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik
orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada
kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai
kaidah “Good Mining Practice” yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan
tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan

pada gambar dibawah ini.
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Gambar I1.6

Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur
terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai
Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta
memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan
Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan

Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur
Luas wilayah Jumlah Jumlah Desa

No R araten ot (Ha) ’ Kecamatan dan Kelurahan
1 Paser 1.104.644 10 144
2 KUBAR 1.361.117 16 194
3 KUKAR 2.529.239 20 237
4 KUTIM 3.122.720 18 141
5 Berau 2.137.135 13 110
6 PPU 203.254 4 54
7 MAHULU 1.849.224 S S50
8 Balikpapan 51.023 6 34
9 Samarinda 71.678 10 59
10 | Bontang 16.077 3 15
Luas Wilayah Laut 12 Mil 2.898.439 - -
Kalimantan Timur 15.344.552 105 1.038

Sumber: RTRW Provinsi KALTIM 2023-2042
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Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta

Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar I1.7.
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Gambar I1.7

Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur
dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda,
Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi
Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori
sedang. Tabel II.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi

Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel 11.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Stasiun
Samarinda Balikpapan T;Zg;gg

1 Suhu Udara (°C)

- Minimum 24,50 24,20 23,50

- Maksimum 32,30 31,10 32,70
2 Kelembaban (%) 82 83,30 87
3 Tekanan Udara (Mbs) 1.011,60 1.010,10 1.011,50
4 Kecepatan Angin (Knot) 4,00 3,00 3,50
) Curah Hujan (mm) 2.599 2.947 2.312
9] Penyinaran Matahari (%) 42 46 49

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2023
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Gambar I1.8

Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang
diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam

klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar

f

MALAYSIA PROVINSI

di bawah ini.
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Gambar I1.9
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)
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Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang
diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan
Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks
dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks
Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana
sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta
menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas
daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana
gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di
Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan,

cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.
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Gambar I1.10

Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim, diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir
yakni: pembudidayaan daerah dataran Banjir; peruntukan tata ruang di dataran
Banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan
dataran Banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak
memadai; terbatasnya tindakan mitigasi Banjir; kurangnya kesadaran

masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah huluy;
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terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali Banjir; dan elevasi

bangunan tidak memperhatikan peil Banjir.

Terjadinya bencana Banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan
lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya
bencana Banjir, antara lain:

e Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun
mengalami Banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran
masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah
sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas
air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang
menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan sehingga saluran dalam
arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan
dan lama-lama menyebabkan Banjir.

e Daerah resapan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan suatu
daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai
tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan
sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah
semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar
sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh
adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke
dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi Banjir.

e Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah
longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon
juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya.
Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga
ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun
mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir,
perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan Banjir.

Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar
ketika berbicara tentang Banjir karena semestinya menjadi tempat untuk
mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat,
rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga kan
terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena
pembuangan sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah
pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai
itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan

atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.
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Gambar I1.11
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi KALTIM, Diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

Faktor utama penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan adalah akibat ulah
manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian
dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang
membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti El Nino yang didukung oleh
kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi
masyarakat.

Kerawanan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan tertinggi terjadi pada
musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas
matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga
Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan
kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan berpengaruh terhadap
terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial
ekonomi bagi masyarakat, sebagai berikut:

e Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke
dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban

tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (surface run
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off)]. Kondisi demikian menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah
terbakar, terjadinya sedimentasi dan perubahan kualitas air serta turunnya
populasi dan keanekaragaman ikan di perairan. Selain itu kerusakan hidrologi
di lahan gambut akan menyebabkan jangkauan intrusi air laut semakin jauh
ke darat.

Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih
menggantungkan hidupnya pada  hutan (berladang, beternalk,
berburu/menangkap ikan)

Penurunan produksi kayu, terganggunya kegiatan transportasi, dan
meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur
sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan
penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dokumen
informasi kebencanaan dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
sebagai dokumen rencana aksi penanggulangan bencana yang menjadi salah
satu parameter dalam penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen
penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam
menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian
di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya
pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan
mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada
komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan
dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat
kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko
bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi
perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program
penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Di Tahun 2021 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang
dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki
indeks 153,28 dan ditahun 2022, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan
Timur mengalami penurunan risiko bencana menjadi 146,47, atau
penurunan sebesar 6.81 poin dari tahun 2021, tetapi Provinsi Kalimantan
Timur masih berada dalam zona yang memiliki risiko yang tinggi. Capaian
penurunan Indeks Risiko Bencana provinsi Kalimantan Timur merupakan
sebuah keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan Ketahanan

Daerah. Ketahanan Daerah merupakan sebuah ukuran keberhasilan, yang
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ditandai dengan meningkatnya sebuah kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana dan menjadi salah satu parameter penting untuk
menentukan  tingkat risiko bencana. Kapasitas daerah dalam
penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan
Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas
dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah
berdasarkan tujuh prioritas yaitu Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sistem
informasi, diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; Perkuatan
kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem
pemulihan bencana.

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke
tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami
(kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur
pada tahun 2019 sebesar 3.721.389 jiwa dan terus meningkat menjadi

3.909.740 jiwa pada tahun 2023.
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Gambar I1.12

Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Ket : Tahun 2019: Data Proyeksi Hasil SUPAS tahun 2015; Tahun 2020-2023 : Data Proyelksi

Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata
sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah
penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling
banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,76 persen. Tidak
dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk

tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus
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perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran
penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima
persen terdapat di Kota Bontang (4,75%), Kabupaten Penajam Paser Utara
(5,05%), Kabupaten Kutai Barat (4,53%), dan yang paling sedikit jumlah
penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak

mencapai satu persen (0,86%).

Paser; 7,27

Bontang; 4,75
KUBAR; 4,53

Samarinda; 21,76 ; /

MAHULU; 0,86 PPU: 5,05 Berau; 6,61

KUKAR; 19,36

Balikpapan: 18,1
alikpapan; 18,16 KUTIM:; 11,65

Gambar I1.13
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
(Ket : Tahun 2019: Data Proyeksi Hasil SUPAS tahun 2015; Tahun 2020-2023 : Data Proyelksi

Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar
0,99 persen selama lima tahun sejak tahun 2019-2023. Kabupaten Mahakam
Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya
hingga mencapai 5,07 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan
penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan laju

pertumbuhan penduduk sebesar -0,76 persen.

Tabel I1.3
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2023

Laju

Pertumbuhan

No Kab/Kota Penduduk

(2019-2023)
(%)

1 Paser 285.894 274.890 278.040 281.140 284.110 -0,13
2 KUBAR 148.020 171.940 173.750 175.470 177.130 3,66
3 KUKAR 786.122 727.610 735.970 746.370 756.790 -0,76
4 KUTIM 376.111 432.550 440.290 447.940 455.500 3,90
) Berau 232.287 247.210 250.950 254.660 258.290 2,14
6 PPU 160.912 178.060 180.590 188.900 197.630 4,20
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Laju
Pertumbuhan
Penduduk
(2019-2023)
(%)

MAHULU 26.375 32.420 32.870 33.320 33.770 5,07
Balikpapan 655.178 687.060 694.940 702.600 710.040 1,62
Samarinda 872.768 827.070 835.150 843.010 850.630 -0,51
10 | Bontang 177.722 178.410 180.920 183.370 185.850 0,90
Kalimantan Timur | 3.721.389 | 3.757.220 | 3.803.470 | 3.856.780 | 3.909.740 0,99

Ket : Tahun 2019: Data Proyeksi Hasil SUPAS tahun 2015; Tahun 2020-2023 :

Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Data Proyeksi

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di

Kota Balikpapan mencapai 1.393,05 per km?2. Sedangkan kepadatan terendah

terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 1,83 per km2. Dimana total

kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 30,79 per km?2.

Berdasarkan Sex Ratio, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur

pada tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak

daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-108 penduduk laki-

laki di antara 100 penduduk perempuan.

Tabel 11.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan
Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Penduduk Sex Kepadatan
Kab/Kota . Penduduk
Laki-laki Perempuan ‘ Jumlah Ratio (Per Km?)
1 | Paser 147.580 136.530 284.110 108,09 25,73
5 | KUBAR 93.300 83.830 177.130 | 111,30 13,02
3 | KUKAR 393.420 363.370 756.790 | 108,27 29,94
4 | KUTIM 244.530 210.980 455.500 | 115,90 14,60
5 | Berau 137.760 120.540 258.290 114,29 12,09
6 | PPU 101.870 95.770 197.630 106,37 97,30
7 | MAHULU 17.630 16.150 33.770 109,16 1,82
8 | Balikpapan 362.770 347.270 710.040 | 104,46 | 1.393,49
9 | Samarinda 432.640 417.990 850.630 | 103,50 | 1.187,67
10 | Bontang 95.610 90.240 185.850 | 105,95 | 1.156,86
Kalimantan Timur 2.027.110 1.882.670 3.909.740 107,67 31,43

Ket : Tahun 2019: Data Proyeksi Hasil SUPAS tahun 2015; Tahun 2020-2023 : Data Proyeksi
Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi

Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun)

yang mencapai

70,50 persen dari

total penduduk Kalimantan Timur,
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sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 tercatat sebesar 41,84 persen. Artinya
setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan

sebanyak 42 orang yang tidak dan belum produktif.
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Gambar I1.14

Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
(Ket : Tahun 2019: Data Proyeksi Hasil SUPAS tahun 2015; Tahun 2020-2023 : Data Proyeksi

Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi
di Kalimantan Timur pada tahun 2023 pada laki-laki dan perempuan mengalami
penurunan menjadi sebesar 0,35 persen jika dibanding dengan tahun 2022
yaitu sebesar 0,42 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun 2023
mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,09 persen jika dibanding dengan
tahun 2022 sebesar 0,05 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada tahun 2023
mengalami penurunan menjadi sebesar 0,15 persen jika dibanding dengan
tahun 2022 sebesar 0,35 persen, dan pada kategori penduduk usia 19-24 tahun
sebesar 0,28 persen pada tahun 2023 yang berarti menurun jika dibandingkan
dengan tahun 2022 sebesar 0,38 persen. Dengan demikian secara umum, hanya
pada kategori 13-15 tahun yang sedikit mengalami peningkatan pada tahun
2023.

Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah pendekatan
pembangunan yang mempertimbangkan aspek-aspek demografi dan
hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. IPBK
dibangun dalam rangka untuk memperoleh suatu alat ukur monitoring dan

evaluasi pembangunan berwawasan kependudukan itu sendiri. Dimensi yang
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dirumuskan dalam IPBK dianggap mewakili pembangunan berwawasan
kependudukan yaitu, Partisipasi, Keberlanjutan, Inklusivitas, Holistic
Integrative dan Kesetaraan. Nilai indeks dimensi yang paling tinggi adalah
dimensi Partisipasi dan Keberlanjutan, sedangkan yang terendah adalah
dimensi Inklusivitas. Indeks ini diharapkan mampu memotret tantangan
pembangunan kependudukan di Indonesia, sekaligus memberikan masukan
yang tepat untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan
kependudukan di masa mendatang.

Nilai IPBK berupa angka bulat dengan skala 0-100, dimana nilai O
menunjukkan tingkat pembangunan berwawasan kependudukan disuatu
wilayah paling buruk, sebaliknya nilai 100 mengindikasikan tingkat
pembangunan berwawasan kependudukan paling baik. Semakin tinggi IPBK
suatu daerah maka akan semakin tinggi pula IPM di wilayah tersebut. Setiap

dimensi membutuhkan perhatian yang sama dan harus maju bersama-sama.

67,9
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Gambar I1.15
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Sumber : BKKBN Kaltim, 2024)

Hasil capaian IPBK dimensi Partisipasi pada tahun 2023, Kalimantan
Timur menempati posisi 3 besar, dengan capaian sebesar 76,7 (naik dari capaian
tahun 2022 yaitu sebesar 72,0), diatas capaian Nasional yaitu sebesar 70,7.
Partisipasi ini mencerminkan upaya yang kuat terhadap pelibatan penduduk
dalam pembangunan.

Pada dimensi Keberlanjutan, Kalimantan Timur konsisten berada di posisi
3 besar dan berada pada urutan tertinggi, dengan capaian sebesar 89,5 (setelah
4 tahun berturut-turut menempati posisi 3 besar) berada diatas capaian

Nasional yaitu sebesar 69,6. Hal ini menunjukkan aspek penduduk sebagai
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pelaku pembangunan dapat menjaga keberlanjutan pembangunan yang akan
dilakukan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pada dimensi Inklusivitas, capaian Kalimantan Timur sebesar 49,1 (naik
dari capaian tahun 2022 yaitu sebesar 48,9) dan berada dibawah capaian
Nasional yaitu sebesar 49,3. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah
dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan cakupan aspek-aspek yang
menyeluruh, mulai dari sarana transportasi, informasi, balita bahkan remaja

sebagai wujud awal pembangunan keluarga.

Tabel I1.5

Nilai Indeks Dimensi Dan Komposit Indeks Pembangunan Berwawasan
Kependudukan (IPBK) Tahun 2023 Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Timur

2023
Indeks Dimensi

Kab/Kota Partisipasi | Keberlanjutan Inklusivitas Holistik Kesetaraan
Integratif

Kalimantan Timur 76,7 89,5 49,1 52,2 81,8 67,9
Paser 74,7 79,2 50,2 45,0 73,1 62,8
Kubar 80,1 75,4 52,8 42,2 65,8 61,6
Kukar 77,5 92,6 50,3 47,3 86,4 67,9
Kutim 73,5 84,9 54,5 50,2 86,4 68,2
Berau 66,9 85,3 45,5 51,1 72,7 62,7
Ppu 82,8 81,1 67,6 55,4 90,0 74,3
Mahakam Ulu 79,5 69,8 59,4 52,4 60,7 63,7
Balikpapan 78,0 89,9 54,7 76,5 78,5 74,5
Samarinda 76,2 96,7 46,7 69,0 76,0 71,0
Bontang 84,7 92,6 57,3 76,1 52,9 71,0

Sumber : Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Kedeputian Bidang
Pengendalian Penduduk, BKKBN Tahun 2023

Pada dimensi Holistik Integratif, capaian Kalimantan Timur sebesar 52,2
(turun dari capaian tahun 2022 yaitu 53,8), tapi dalam hal ini berada diatas
capaian Nasional yaitu sebesar 51,4.

Dan pada dimensi Kesetaraan, Kalimantan Timur kembali menempati
urutan 3 besar, yaitu sebesar 81,8 naik dari capaian tahun 2022 yaitu sebesar
70,7, dan capaian tersebut berada diatas capaian Nasional yaitu sebesar 62,9.
Hal ini menunjukan perkembangan yang sangat menggembirakan, dimana
Jabatan Manajerial semakin setara antara Laki-laki dan Perempuan.

Pemindahan IKN merupakan salah satu langkah pemerataan penduduk di
Indonesia. Mengingat selama ini pembangunan hanya terfokus di jawa atau
sering dikenal istilah java centris. Setelah ditetapkan sebagai lokasi IKN,
migrasi penduduk dari luar Kalimantan Timur dipastikan akan semakin besar.

Penduduk Kaltim pada 2024 diproyeksikan berjumlah 4,05 juta jiwa.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan bahwa jumlah ini merupakan yang



-29-

terbesar ketiga di Pulau Kalimantan setelah Kalimantan Barat (Kalbar) dan
Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk
Kaltim sebanyak 3,77 juta jiwa, namun, dengan pindahnya IKN, terproyeksikan
bahwa jumlah penduduk akan meningkat drastis menjadi 5,74 juta pada tahun
2035. Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menjadi pusat perhatian dengan
pertumbuhan jumlah penduduk yang paling cepat, khususnya Penajam Paser
Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda.

Total Fertility Rate (TFR) meningkat secara signifikan di Kalimantan
Timur, dari 5,41 pada tahun 70-an menjadi 2,18 pada tahun 2023. Hal ini
membuat penduduk Kalimantan Timur didominasi oleh usia produktif, yang
menjadi modal besar dalam meraih bonus demografi yang panjang.

Dalam tahap awal pembangunan IKN, terjadi lonjakan migrasi usia
produktif yang berfokus pada sektor konstruksi. Bonus demografi yang sudah
tercapai membawa tantangan baru, dan untuk itu perlu adanya strategi
berkelanjutan. Strategi untuk mempertahankan pengendalian penduduk pada
tingkat rendah guna memperpanjang masa bonus demografi yaitu dengan
meningkatkan kualitas keterampilan, pendidikan, dan kesehatan penduduk
kelompok usia produktif, yang menjadi upaya penting dalam menyongsong

bonus demografi.

Tabel 11.6
Persentase Penduduk Usia 7 — 24 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah dan
Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023

Kelompok Usia

Tidak / Belum Pernah Bersekolah ‘

Sekolah 2019 2020 2021 2022 | 2023 |
7-12 0,16 0,12 0,36 0,42 0,35
13-15 0,19 0,05 0,58 0,05 0,09
16-18 0,09 0,17 0,06 0,35 0,15
19-24 0,35 0,12 0,02 0,38 0,28
7-24 0,21 0,12 0,23 0,33 0,25

elompo a 3 Bersekola
€Kola 019 020 O O O
7-12 99,68 99,73 99,60 99,57 99,64
13-15 98,83 99,07 98,90 98,74 98,71
16-18 81,81 81,88 82,01 81,43 81,50
19-24 29,89 29,71 29,86 29,33 32,33
7-24 74,34 73,63 73,88 74,02 75,05

elompo a dak Bersekola ag
€Kola 019 020 O O 0
7-12 0,16 0,14 0,04 0,01 0,01
13-15 0,98 0,88 0,52 1,21 1,20
16-18 18,10 17,95 17,93 18,22 18,35
19-24 69,76 70,17 70,12 70,29 67,39
7-24 25,45 26,25 25,88 25,65 24,70

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional(Susenas) BPS Kalimantan Timur, 2024
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Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut agama, maka mayoritas
penduduk Kalimantan Timur memeluk agama Islam sebesar 87,40 persen dari
jumlah penduduk Kalimantan Timur.

Tabel I1.7
Jumlah Penduduk Menurut Agama
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No Kab/Kota Islam Kristen Katholik  Hindu  Budha Hlﬁ)(gigu Lainnya
1 | Paser 303.424 10.082 9.759 518 539 0] 5
2 | KUBAR 86.173 56.411 37.953 147 36 0 99
3 | KUKAR 727.081 42.822 15.273 2.625 239 5 68
4 | KUTIM 350.567 42.026 34.378 2.504 137 8 20
5 | Berau 237.159 25.653 17.279 234 648 24 )
6 | PPU 186.278 7.323 2.795 124 45 0 1
7 | MAHULU 9.247 5.696 23.500 51 2 0 2
8 | Balikpapan 666.015 51.303 13.925 1.388 5.856 34 11
9 | Samarinda 786.964 43.701 22.173 832 7.862 289 57
10 | Bontang 170.641 15.571 3.344 279 133 0] 0
Kalimantan 3.502.646 300.588 179.672 8.702 15.497 360 271
Timur

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis
kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju
Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator
ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan,
terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam

mensukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar
Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga tahun
2023 menunjukkan tren yang meningkat dari komposisi sektor non migas dan
batubara sedangkan dari sektor dengan migas dan non migas mengalami sedikit
penurunan di tahun 2020. Nilai PDRB dengan migas Tahun 2020 tercatat
sebesar Rp 607,59 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 505,55

triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 314,89 triliun.



-31-

Penurunan Nilai PDRB pada tahun 2020 dikarenakan terjadi anomali dimana
karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam
hal ekspor. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai PDRB kembali meningkat seiring
dengan mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Timur dengan berkurangnya
dampak Pandemi COVID-19, nilai PDRB migas mencapai Rp 921,33 triliun, nilai
PDRB non migas sebesar Rp 792,53 triliun dan nilai PDRB non migas dan
batubara sebesar Rp 381,97 triliun. Sampai dengan Tahun 2023 Nilai PDRB
migas telah mencapai Rp 843,57 triliun, nilai PDRB non migas sebesar Rp
798,76 triliun dan PDRB non migas dan non batubara mencapai Rp 428,24

triliun.

Tabel I1.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Tahun \ Migas Non Migas Non Migas dan Batubara

2019 652.480.257 539.487.790 311.078.493
2020 607.744.486 505.786.456 315.126.677
2021 696.632.668 584.205.939 338.613.743
2022 921.450.986 792.531.260 381.969.993
2023 843.571.252 798.759.670 428.244.507

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2023 mengalami perbaikan
ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan
Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB
sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp
314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen. Namun, PDRB atas dasar
harga berlaku tahun 2023 mengalami penurunan akibat turunnya nilai PDRB
Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang memperoleh Rp 364,37

triliun atau turun sekitar 126,13 triliun dari tahun sebelumnya.
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Tabel I1.9

Kategori Lapangan Usaha 2019 \ 2020 2021 2022 2023
A Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan 51.567,38 53.455,32 59.089,94 64.891,74 67.688,26
’ ’ (7,91) (8,80) (8,48) (7,04) (8,02)
B Pertambangan dan Penggalian 297.371,39 250.845,97 314.198,05 490.501,12 364.365,49
(45,60) (41,27) (45,11) (53,24) (43,19)
c Industri Pengolahan 116.204,90 115.564,45 123.816,18 138.636,14 149.526,42
(17,82) (19,02) (17,77) (15,05) (17,73)
. 344,96 385,06 395,47 422,61 503,42
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,05) (0,06) 0,06) 0,05) (0,06)
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 307,67 326,53 348,38 379,90 414,92
Limbah dan Daur Ulang (0,05) (0,05) (0,05) (0,04) (0,05)
. 58.472,32 58.308,25 62.313,15 70.945,22 86.997,44
F Konstruksi
(8,97) (9,59) (8,95) (7,70) (10,31)
G Perdagangan Besar dan Eceran; 38.245,24 39.053,04 41.474,91 47.547,02 53.183,30
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,86) (6,43) (5,95) (5,16) (6,30)
H Transportasi dan Pergudangan 24.172,25 22.067,33 23.218,93 28.980,67 34.239,87
(3,71) (3,63) (3,33) (3,15) (4,006)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 6.691,56 6.479,40 6.707,64 7.520,92 8.372,54
Minum (1,03) (1,07) (0,96) (0,82) (0,99)
J Informasi dan Komunikasi 8.708,38 9.390,81 10.206,75 11.087,18 11.896,25
(1,34) (1,59) (1,47) (1,20) (1,41)
K Jasa Keuangan dan Asuransi 10.216,63 10.490,25 11.244,16 13.379,87 15.329,16
(1,57) (1,73) (1,61) (1,45) (1,82)
5.768,85 5.868,85 5.891,47 6.152,95 6.526,67
L Real Estate
(0,88) (0,97) (0,85) (0,67) (0,77)
MN Jasa Perusahaan 1.346,71 1.334,74 1.384,56 1.516,51 1.703,22
’ (0,21) (0,22) (0,20) (0,16) (0,20)
o Administrasi Pemerintahan, 13.019,83 12.750,61 13.198,18 14.448,96 15.716,80
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (2,00) (2,10) (1,89) (1,57) (1,86)
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Kategori Lapangan Usaha 2019 | 2020 2021 2022 2023
p Jasa Pendidikan 10.995,56 11.724,05 12.340,33 13.132,70 14.103,76
(1,69) (1,93) (1,77) (1,43) (1,67)
. . 4.289,67 5.331,02 6.205,10 6.692,40 7.294,79
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,66) 0,88) 0,89) 0,73) (0,86)
RSTU Jasa lainnya 4.434,75 4.368,80 4.551,86 5.097,08 5.708,94
7 (0,68) (0,72) (0,65) (0,55) (0,68)
PDRB 652.158,06 607.744,49 696.584,50 921.332,98 843.571,25
(100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024
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Tabel I1.10
Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur

Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023
A Pertani Kehut dan Perik 33.396,19 33.026,69 33.001,68 33.649,34 34.552,82
ertanian, Kehutanan, dan Perikanan (6.86) (6.99) (6.81) (6.75) (6.43)
B Pertamb dan P I 233.762,25 222.909,20 227.991,37 235.949,04 248.204,04
criambangar dan renggatan (48,03) (47,17) (47,07) (46,72) (46,17)
c Industri P lah 96.824,49 93.909,77 96.208,52 99.651,98 104.339,85
nausirl Fengotanan (19,89) (19,90) (19,86) (19,70) (19,41)
. 284,53 317,37 324,79 337,25 391,37
D Pengadaan Listrik dan Gas (0.06) 0,07) 0.07) (0,06) 0,07)
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 235,44 247,99 258,50 278,10 299,36
Limbah dan Daur Ulang (0,05) (0,05) (0,05) (0,06) (0,06)
P Konstruksi 35.682,99 35.601,17 37.005,24 39.887,74 46.190,19
onstruksi (7,33) (7,49) (7,63) (7,68) (8,59)
G Perdagangan Besar dan Eceran; 27025,57 27069,91 28.216,90 30. 137,13 32. 195,96
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,55) (5,76) (5,83) (5,94) (5,99)
o T tasi dan P d 14.264,27 13.281,10 13.667,05 15.301,39 16.738,53
ransportasi dan Pergudangan (2,93) (2,83) (2,83) (3.00) (3.11)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 4.340,12 4.108,42 4.193,40 4.577,47 4.924,09
Minum (0,89) (0,87) (0,86) (0,90) (0,92)
3 Inf  dan K Leasi 7.795,54 8.338,49 8.994,26 9.712,24 10.348,22
nformasi dan Komunikasi (1,60) (1,76) (1,86) (1,92) (1,92)
. 6.966,07 7.137,89 7.320,02 8.012,39 8.951,76
K Jasa Keuangan dan Asuransi
(1,43) (1,51) (1,51) (1,58) (1,66)
4.316,69 4.321,11 4.290,18 4.397,87 4.590,82
L Real Estate
(0,89) (0,91) (0,89) (0,88) (0,85)
914,13 889,60 911,51 960,34 1.024,14
M,N Jasa Perusahaan 0,19) 0,19) 0,19) 0,19) 0,19)
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Kategori Lapangan Usaha 2019 2102]0) 2021 2022 2023
o Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 8.252,79 7.951,12 8.108,29 8.727,05 9.427,89
dan Jaminan Sosial Wajib (1,70) (1,68) (1,67) (1,71) (1,75)
7.036,31 7.244,72 7.420,37 7.679,67 8.051,04
P J P d-d-k b b b b b
aon TenaieTeen (1,45) (1,53) (1,53) (1,53) (1,50)
2.864,49 3.404,05 3.861,22 4.048,70 4.321,49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial ’ ’ ’ ’ ’

Q asa Kesehatan dan Kegiatan Sosia (0.59) 0.72) 0.80) (0.80) 0.80)
RSTU | Jasa lainnva 2.750,36 2.634,73 2.665,59 2.851,23 3.078,44
5 Y (0,57) (0,56) (0,55) (0,56) (0,57)
PDREB 486.712,24 472.393,33 484.438,88 506.158,91 537.630,01

(100,00) (100,00) (100,00) (100,00) (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024
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Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian
Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan
Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian
secara konsisten menyumbang di atas 38 persen dari total PDRB Kaltim.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini
cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018,
kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian
serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi
Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama.
Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka
terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian
hingga menjadi 41,29 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan
pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian. Dengan
pulihnya perekonomian pasca Covid-19, kontribusi Lapangan Usaha
pertambangan dan penggalian kembali meningkat tajam hingga mencapai
53,24 persen di tahun 2022, namun kembali mengalami penurunan pada
tahun 2023 hingga menjadi 42,83 persen. Hal yang menarik diperlihatkan
dengan meningkatnya kontribusi sektor-sektor lainnya, termasuk juga
Kategori Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Pertanian seiring dengan

penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian tersebut.
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W Pertambangan dan Penggalian  Industri Pengolahan ®m Konstruksi ® Pertanian ™ Lainnya

Gambar I1.16
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019-2023 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian
bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka
transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan

mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal
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melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan.
Lapangan Usaha yang dapat didorong di antaranya Lapangan Usaha
Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB
Kaltim secara rata-rata dari tahun 2019-2023 sebesar 8,05 persen. Capaian
ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk
melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi
pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan
lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, dan jasa
pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang
meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang
dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan
lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat
struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam
sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga
berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha
pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan,
dibutuhkan supporting data yang lengkap, akurat dan valid.

Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar
kedua di Kalimantan Timur setelah sektor pertambangan dan penggalian.
Berdasarkan sub sektornya, Sub sektor industri batubara dan pengilangan
migas memiliki peranan terbesar dalam sektor industri pengolahan. Selama
periode 2019 - 2020 kontribusi industri pengolahan terus meningkat
hingga mencapai 19,02 persen, namun pada periode 2020 — 2023 terjadi

penurunan setiap tahunnya yakni menjadi 17,73 persen pada tahun 2023.
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Gambar I1.17
Kontribusi Industri Migas dan Industri Non Migas

Tahun 2019-2023 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)
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Struktur yang menyusun lapangan usaha industri pengolahan migas
berasal dari Industri Batubara dan Pengilangan Migas, sedangkan industri
pengolahan non migas berasal dari Industri Kimia, Farmasi dan Obat
Tradisional, Industri Makanan dan Minuman serta Industri Kayu, Barang
dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya. Selama periode 2019 — 2023 kontribusi industri pengolahan
migas maupun non migas mengalami fluktuasi, dimana Kinerja Industri
Batubara dan Pengilangan Migas selama kurun waktu 5 tahun terakhir
perlahan mengalami penurunan dan Kinerja industri non batubara dan
pengilangan migas mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini
menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Provinsi
Kalimantan Timur sejak tahun 2009 mulai terlihat hasilnya.

Perlu diketahui bahwa share Lapangan Usaha Perdagangan terhadap
PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung
dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil
dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai
PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya
aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif
kecil, pada tahun 2023 kontribusinya hanya sebesar 5,78 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami
peningkatan sebesar 4,70 persen pada tahun 2019, dimana laju
pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 7,04 persen serta laju
pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,08 persen. Pada
tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami
penurunan menjadi negatif 2,90 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi
COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian
besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas
mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan
ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar
0,62 persen.

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur
mengalami peningkatan menjadi 6,22 persen dibandingkan tahun 2022
yang mencapai 4,48 persen. Pertumbuhan bersumber dari peningkatan
permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh
peningkatan aktivitas masyarakat sehingga laju pertumbuhan ekonomi non

migas mencapai 6,71 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non
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migas dan non batubara juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,13
persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut utamanya
bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan
sejalan dengan tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai
momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Di
samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional
di wilayah Kaltim, mobilitas masyarakat yang terus membaik, dan masa

panen produk pangan dan pertanian menjadi penopang pertumbuhan.
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Gambar I1.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan banyak
proyek pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Timur yang mampu
mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif
mendatang didukung oleh peningkatan kinerja di industri pengolahan
minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi, seiring aktivitas masyarakat
yang makin menggeliat. Tenaga kerja Kaltim akan terserap, kebutuhan
ribuan pekerja di IKN pasti akan berhubungan dengan petani dan
pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk
akomodasi baik hotel maupun penginapan juga akan laku karena banyak
tamu untuk berbisnis maupun dinas, bahkan pelaku UMKM juga terkena
dampak dalam penjualan produk.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut
Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dimana terlihat
pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-
19 dan di tahun 2023 seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan diikuti

dengan pertumbuhan seluruh sektor lapangan usaha.
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Tabel I1.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (persen)
Kategori Lapangan Usaha ‘ 2019 2020 ‘ 2021 2022 ‘ 2023

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,78 -0,98 -0,07 2,15 2,49
B Pertambangan dan Penggalian 6,86 -4,61 2,28 3,50 5,18
C Industri Pengolahan 0,01 -2,99 2,45 3,57 4,71
D Pengadaan Listrik dan Gas 8,74 11,47 2,34 3,84 16,05
E Pengadaan Air 4,84 5,33 4,24 7,58 7,64
F Konstruksi 6,39 -0,87 3,94 7,77 15,82
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 4,82 0,57 4,24 6,79 6.85

Sepeda Motor
H Transportasi dan Pergudangan 2,00 -6,58 2,91 11,76 9,59
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,37 -5,34 2,07 9,04 7,69
J Informasi dan Komunikasi 6,27 7,56 7,86 7,65 6,88
K Jasa Keuangan 3,17 2,47 2,55 9,46 11,72
L Real Estate 1,52 0,69 -0,72 2,51 4,39

M,N Jasa Perusahaan 2,48 -3,14 2,46 5,36 6,64

o Adrpinistrg}si Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 4,11 3,83 1,08 7.63 8,03

Sosial Wajib
P Jasa Pendidikan 3,78 2,96 2,42 3,49 4.84
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,20 20,22 13,43 4,70 6,89

R,S,T,U | Jasa Lainnya 6,57 -3,01 1,17 6,96 7,97
Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,70 -2,90 2,55 4,48 6,22

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024
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Secara regional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mulai
membaik. Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan tertinggi
dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 6,22 persen, lalu
diikuti Kalimantan Utara sebesar 4,94 persen, Kalimantan Selatan sebesar
4,84 persen, Kalimantan Barat sebesar 4,46 persen dan Kalimantan Tengah
sebesar 4,14 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju
pertumbuhan ekonomi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 5,05 persen,

laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga telah melampaui nilai

tersebut.

8 6,89

6,12 6,45 6,22

5,31 5,34 5,05 4,9
6 5,02 5,094,7 4,78 511 ,OZ 48 ﬁ/gﬁ 46I
4 11 o M2ss |
. "
2 [ |
1,4 -1,81
-2 -1,11
-2,07 -1,82
-4 -2,9
2019 2020 2021 2022 2023
™ Indonesia Kalteng Kaltara ™ Kalsel ™ Kalbar ™ Kaltim

Gambar I1.19

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Tabel I1.12
Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran

1 | Pengeluaran Konsumsi 109.767,66 110.821,28 115.605,20 125.884,68 137.324,91
Rumah Tangga

o | Pengeluaran Konsumsi 3.239,36 3.248,32 3.419,27 3.689,59 4.063,77
LNPRT

3 | Pengeluaran Konsumsi 26.360,55 27.129,17 28.670,66 32.010,22 45.261,36
Pemerintah

4 | Pembentukan Modal 188.079,94 188.258,10 209.951,00 233.091,11 274.469,61
Tetap Bruto

5 Perubahan Inventori 768,36 1.228,65 383,61 401,29 562,28

6 ?z;fkspor Barang & 324.264,39 | 277.058,96 | 338.602,93 | 526.374,10 | 381.889,32

PDRB 652.480,26 | 607.744,49 696.632,67 | 921.450,99 843.571,25

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari
sisi pengeluaran pada tahun 2019-2023 secara keseluruhan mengalami
peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang

disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan
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Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami
penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun. Pada tahun 2022 Ekonomi
Kalimantan Timur mulai mengalami perbaikan ekonomi yang mencapai Rp
921,33 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada
tahun 2023, nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut kelompok
pengeluaran telah mencapai Rp 843,57 triliun, dengan net ekspor barang dan

jasa yang menjadi komponen pengeluaran terbesar.

Tabel I1.13
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No Komponen Pengeluaran 2019 ‘ 2020 2021 ‘ 2022 2023

| | Pengeluaran Konsumsi 16,82 18,23 16,52 13,66 16,28
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi

2 | [ NPRT 0,50 0,53 0,49 0,40 0,48

3 | Pengeluaran Konsumsi 4,04 4,46 4,06 3,48 5,36
Pemerintah

4 | Pembentukan Modal 28,83 30,98 30,14 25,30 32,54
Tetap Bruto

5 | Perubahan Inventori 0,12 0,20 0,06 0,04 0,07

6 }}I:;kapor Barang dan 49,70 45,59 48,73 57,12 45,27

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur
pada tahun 2019-2023 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor
barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor
barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang
dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri
yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa,
dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi

komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

Tabel I11.14
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

I\[o} Komponen Pengeluaran 2019 2020 2021 2022 2023
1 Pengeluaran Konsumsi 3,15 (0,43) 1,23 3,41 4,99
Rumah Tangga
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 6,77 (0,99) 0,66 3,03 5,63
3 | Pengeluaran Konsumsi 8,11 | (1,95) 3,03 8,48 | 36,40
Pemerintah
4 Pembentukan Modal Tetap 4,81 (1,06) 7,74 5,47 11,48
Bruto
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I\[o} Komponen Pengeluaran 2019 2020 2021 2022 2023
5 | Perubahan Inventori - - - - -
6 | Net Ekspor Barang & Jasa 5,05 (4,61) 0,64 4,05 3,59
PDRB 4,70 -2,90 2,55 4,48 6,22

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan
kelompok pengeluaran pada tahun 2023 mencapai 6,22 persen. Dimana
pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Net Ekspor Barang & Jasa
sebesar 3,59 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 36,40
persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB Kalimantan Timur dari sisi

pertumbuhannya meningkat dikarenakan kegiatan Pemerintah.

Tabel I1.15
Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Miliar Rp)

No KAB/KOTA \ 2019 \ 2020 2021 2022 2023 \
1 | Paser 35.734,75 | 34.712,07 | 36.582,32 | 36.985,15 | 37.493,83
2 | KUBAR 21.253,83 | 20.644,38 | 21.509,05 | 22.536,42 | 23.848,65
3 | KUKAR 126.272,37 [120.953,68 | 124.197,10 |128.798,43 | 135.406,05
4 | KUTIM 95.815,41 | 92.868,68 | 92.039,29 | 97.173,42 | 104.663,19
5 | Berau 28.275,57 | 27.337,09 | 28.802,65 | 29.940,84 | 31.570,05
6 | PPU 6.762,58 | 6.604,62 6.492,68 | 7.433,57 9.652,65
7 MAHULU 1.767,80 1.763,93 1.786,29 1.802,46 1.852,96
8 | Balikpapan 83.793,41 | 83.034,71 | 86.831,69 | 91.142,16 | 97.060,15
9 | Samarinda 45.491,36 | 45.041,33 | 46.294,41 | 49.349,59 | 53.604,33
10 | Bontang 40.427,70 | 39.320,23 | 39.949,08 | 40.930,98 | 42.633,63

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB
Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2023
mencapai Rp 135,41 triliun disusul perekonomian Kutai Timur dan Kota
Balikpapan yang masing-masing dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar Rp
104,66 triliun dan Rp 97,06 triliun. Ketiga daerah ini memang layak memiliki
kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian
yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan,
salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja ekonomi adalah mulai
menurunnya pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan

daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah
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Kalimantan Timur, khususnya pasar global, meningkatnya rata-rata harga
komoditas pangan (tandan buah segar/TBS kelapa sawit dan minyak
kelapa sawit/CPO), Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta harga rata-rata
minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami peningkatan dibanding tahun
sebelumnya sehingga terdapat peningkatan demand terhadap komoditas
energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan
batubara dan kemudian diikuti peningkatan harga komoditas energi

tersebut di pasar internasional.

Tabel I1.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (%)

No KAB/KOTA 2019 | 2020 2021 2022 2023

1 | Paser 3,99 -2,86 5,39 1,10 1,38
2 | KUBAR 5,69 -2,87 4,19 4,78 5,82
3 | KUKAR 3,92 -4,21 2,68 3,70 5,13
4 | KUTIM 8,17 -3,08 -0,89 5,58 7,71
5 | Berau 5,63 -3,32 5,36 3,95 5,44
6 | PPU 2,61 -2,34 -1,69 14,49 29,85
7 | MAHULU 5,52 -0,22 1,27 0,91 2,80
8 | Balikpapan 4,99 -0,91 4,57 4,96 6,49
9 Samarinda 5,00 -0,99 2,78 6,60 8,62
10 | Bontang 2,15 -2,74 1,60 2,46 4,16

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi
kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami
peningkatan. Rata-rata kabupaten/kota mengalami pertumbuhan yang
mengalami pertumbuhan yang cepat adalah Kabupaten Penajam Paser
Utara dengan capaian 29,85 persen dan tertinggi dibandingkan
Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini disebabkan adanya pembangunan IKN di
Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga sektor konstruksi di Kab PPU
mengalami peningkatan.

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, maka terlihat bahwa peranan
Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota
lainnya yang mencapai 24,27 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai
Timur 19,93 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan
Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 16,96 persen sebagai

pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak dan Kota Samarinda
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memberikan peran sebesar 10,58 persen sebagai pusat perdagangan dan
jasa. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB

Kalimantan Timur dibawah 10 persen.

Paser; 7,01
_+-Kutai Barat; 4,66

Bontang; 8,07

Samarinda; 10,5

Kutai Kartanegara;
24,27

Balikpapan; 16,96”

Mahakam Ulu; 0,4

Penajam Paser Utara;

2,04
Berau; 6,07

Gambar I1.20
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2023 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Pada tahun 2023, terdapat 5 (lima) kabupaten yang menjadikan
lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi
utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat
bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama
pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan
sangat signifikan, hingga mencapai 79,67 persen, dan kegiatan tersebut

ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel I1.17
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2023
Peringkat 1 \

Peringkat II Peringkat III

LA Lap. Usaha Lap. Usaha Lap. Usaha SEZ; <
Paser Pertambangan 67,00 | Pertanian 13,56 | Industri 5,67
KUBAR Pertambangan 49,28 | Pertanian 13,98 | Konstruksi 12,13
KUKAR Pertambangan 62,55 | Pertanian 13,12 | Konstruksi 8,89
KUTIM Pertambangan 79,67 | Pertanian 7,60 | Industri 3,22
Berau Pertambangan 58,27 | Pertanian 11,26 | Perdagangan 6,48
PPU Konstruksi 40,32 | Pertambangan 17,02 | Pertanian 15,25
MAHULU Pertanian 73,56 | Konstruksi 7,37 | Pertambangan 6,27
Balikpapan | Industri 47,26 | Konstruksi 15,67 | Transportasi 11,60
Samarinda | Konstruksi 23,10 | Perdagangan 16,85 | Pertambangan | 10,66
Bontang Industri 78,37 | Konstruksi 7,37 | Perdagangan 3,39

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024
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Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan
di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 67,00 persen. Sama halnya dengan
wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh
kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki
kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten
Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian
memberikan peranan yang cukup besar mencapai 62,55 persen terhadap
total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan
yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan
pertambangan lainnya. lain sektor utama

Kabupaten dengan

pertambangan juga tercatat di Berau. Adapun daerah yang

menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota
Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang sektor utamanya

Pertanian yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel I1.18
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2023
Peringkat I \ Peringkat II Peringkat III
Kab/Kota Tewismen Share Tewrpmen Share Komponen Share
(70) (%0) (%0)
Paser Net Ekspor 62,42 | PMTB 19,71 | K. Ruta 13,49
KUBAR Net Ekspor 42,32 | PMTB 34,57 | K. Ruta 14,22
KUKAR Net Ekspor 43,17 | PMTB 41,52 | K. Ruta 11,17
KUTIM Net Ekspor 70,99 | PMTB 20,13 | K. Ruta 6,07
Berau Net Ekspor 64,40 | PMTB 19,26 | K. Ruta 10,89
PPU PMTB 72,25 | K. Ruta 28,53 | K. Pemerintah 12,57
MAHULU PMTB 31,27 | K. Ruta 24,94 | Net Ekspor 24,86
Balikpapan | PMTB 37,47 | Net Ekspor 35,40 | K. Ruta 22,81
Samarinda PMTB 46,91 | K. Ruta 45,16 | K. Pemerintah 17,77
Bontang Net Ekspor 72,17 | PMTB 14,53 | K. Ruta 10,40

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Pada tahun 2023, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur
sebanyak enam kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi
oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya
didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain
Net ekspor adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam
Ulu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten
Penajam Paser Utara didominasi oleh komponen PMTB (investasi) dengan

share sebesar 72,25 persen.
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Kabupaten/kota yang porsi terbesarnya merupakan Net Ekspor
merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam,
seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen
Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai share Net Ekspor
terbesar adalah Kota Bontang, yaitu sebesar 72,17 persen. Kabupaten/Kota
lain yang perekonomiannya didominasi olehn komponen Net Ekspor adalah
Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.
B. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari
tahun ke tahun, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan
2022 hingga mencapai 5,35 persen. Hal ini karena adanya peningkatan
harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok
pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman
dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Namun
begitu, terjadi penurunan laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur pada
tahun 2023 menjadi 3,46 persen, utamanya didorong oleh adanya
normalisasi harga komoditas beras pada kelompok makanan, minuman,
dan tembakau serta normalisasi permintaan angkutan udara pada

kelompok transportasi.
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2019 2020 2021 2022 2023
®—Indonesia 2,72 1,68 1,87 5,51 2,61
Kalimantan Timur 1,66 0,78 2,15 5,35 3,46
Samarinda 1,49 0,86 2,05 5,22 3,37
Balikpapan 1,88 0,65 2,28 5,51 3,6

Gambar I1.21

Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih disumbang secara
dominan oleh bahan makanan menjadi penyumbang terbesar inflasi umum
yang berpotensi meningkatkan kemiskinan mengingat alokasi makanan
dalam budget rumah tangga miskin cenderung lebih besar ketimbang

alokasi makanan dalam budget rumah tangga non miskin karena harga
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barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan.
Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan yang
mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur
Meningkat. Peningkatan inflasi pada tahun 2022 terjadi seiring dengan
membaiknya optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian
seiring semakin terkendalinya kasus COVID-19 yang mendorong
normalisasi permintaan masyarakat.

Kota Balikpapan pada tahun 2023 mengalami inflasi lebih rendah
dari tahun sebelumnya menjadi 3,60 persen, dan lebih tinggi dibandingkan
inflasi Kota Samarinda sebesar 3,37 persen. Secara keseluruhan tingkat
inflasi Kalimantan Timur berada di atas inflasi nasional sebesar 2,61

persen.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang
dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan
dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat
kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRB-nya besar dengan jumlah
penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut
akan besar, demikian pula sebaliknya.

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan
Timur sejak tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB
per Kapita tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dari
sebesar Rp 238,92 juta menjadi Rp 215,76 juta. Salah satu sebab turunnya

nilai PDRB Per Kapita adalah turunnya nilai harga batu bara dunia.
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Gambar I1.22
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)
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Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut
kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per
kapita tertinggi tahun 2023 yakni di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp
369,42 juta, Kota Bontang sebesar Rp 366,46 juta, dan Kabupaten Kutai
Kartanegara sebesar Rp 270,72 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan
PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
sebesar Rp 87,26 juta dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 100,94

juta.
Tabel I1.19
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota
di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

No Kab/Kota 2019 2020 2021 2022 2023
1 | Paser 173,34 | 157,18 | 193,82 271,26 208,43
2 | KUBAR 195,40 | 158,03 184,71 247,40 222,08
3 | KUKAR 212,76 | 204,50 | 241,07 322,08 270,72
4 | KUTIM 367,11 | 268,80 | 310,29 471,27 369,42
5 | Berau 173,83 143,67 | 171,49 236,23 198,53
6 | PPU 57,76 50,78 55,87 69,50 87,26
7 | MAHULU 102,46 85,38 90,43 95,12 100,94
8 | Balikpapan 165,69 | 151,31 160,30 181,29 201,64
9 | Samarinda 79,95 80,36 85,22 98,88 104,97
10 | Bontang 327,06 | 311,88 | 320,30 344,15 366,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur
pada tahun 2023 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp
215,76 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun
2023 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI
Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan
jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarannya tidak sebanyak

jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.
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Gambar I1.23
PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan

Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2024)
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D. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023
mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi
6,11 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun
menjadi sebanyak 231,07 ribu jiwa dibandingkan tahun 2022 yaitu
sebanyak 236,25 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur
mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 790.186 yang didominasi
untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Penurunan angka

kemiskinan terjadi karena mulai pulihnya perekonomian sehingga

memberikan pengaruh positif pada beberapa lapangan usaha.

Tabel 11.20
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
Garis Kemiskinan Jumlah
: T penduduk Persentase
Periode Non . . Penduduk
Makanan Miskin s .
Makanan . . Miskin
(Ribu Jiwa)

Maret 2018 405.108 169.596 574.704 218,90 6,03
Maret 2019 429.165 179.991 609.155 219,92 5,94
Maret 2020 463.823 198.479 662.302 230,26 6,10
Maret 2021 485.445 203.590 689.035 241,77 6,54
Maret 2022 513.874 214.334 728.208 236,25 6,31
Maret 2023 560.368 229.818 790.186 231,07 6,11

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Tingkat kemiskinan masyarakat di Kaltim juga tercermin dari
peningkatan Garis Kemiskinan (GK) Kaltim dengan peningkatan GK di
perdesaan yang lebih besar dibandingkan di perkotaan. GK meningkat dari
Rp728.208 /kapita/bulan pada bulan Maret 2022 menjadi
Rp790.186/kapita/bulan pada Maret 2023. Peningkatan garis kemiskinan
Kaltim bersumber dari peningkatan garis kemiskinan baik dari perkotaan
maupun perdesaan. Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM di
perkotaan dan perdesaan utamanya disebabkan oleh komoditas beras dan
rokok kretek filter. Komoditas beras merupakan penyumbang terhadap
GKM di perkotaan dan perdesaan dengan masing-masing tercatat sebesar
15,65% dan 17,01%. Selanjutnya, rokok kretek filter merupakan komoditas
yang menyumbang GKM terbesar kedua yang tercatat sebesar 11,54% di
perkotaan dan 14,89% di perdesaan. Komoditas lainnya yang memberi
sumbangan GKM adalah daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan, gula
pasir, ikan tongkol, kue basah, kopi bubuk & kopi instan, bawang merah,

ikan kembung, dan susu bubuk.
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Tabel I11.21
Persentase Pengeluaran Komoditi Makanan dalam Pembentukan Garis
Kemiskinan Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Perkotaan Perdesaan
Komoditi Komoditi
1 Beras 15,65 | Beras 17,01
2 Rokok Kretek Filter 11,54 | Rokok Kretek Filter 14,89
3 | Daging ayam ras 5,04 | Telur ayam ras 4,09
4 | Telur ayam ras 4,15 | Daging Ayam Ras 3,82
S Mie Instan 2,91 | Mie Instan 3,17
6 | Tongkol/Tuna/Cakalang 2,54 | Gula Pasir 2,46
7 | Kue Basah 2,37 Kopi Bubuk & Kopi Instan 2,09
(sachet)
8 | Bawang Merah 1,87 | Bawang merah 2,03
9 | Gula Pasir 1,86 | Tongkol/Tuna/Cakalang 1,98
10 | Susu Bubuk 1,85 | Bandeng 1,84
11 | Tempe 1,84 | Tempe 1,55
12 | Tahu 1,57 | Cabe Rawit 1,55
13 | Roti 1,56 | Kue Basah 1,37

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Bila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi
pada tahun 2023 masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai
11,38 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota
Balikpapan hanya sebesar 2,31 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki
wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka
kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, perkembangan
positif selalu ditunjukkan dari hasil pembangunan daerah hingga Pandemi

COVID-19 melanda Indonesia.

Tabel 11.22
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (persen)

No KAB/KOTA 2019 2020 2021 2022 2023

1 | Paser 8,95 9,23 9,73 9,43 9,11
2 | KUBAR 9,09 9,29 10,24 10,20 9,72
3 | KUKAR 7,20 7,31 7,99 7,96 7,61
4 | KUTIM 9,48 9,55 9,81 9,28 9,06
5 | Berau 5,04 5,19 5,88 5,65 5,54
6 | PPU 7,18 7,36 7,61 7,25 6,97
7 | MAHULU 11,25 11,44 11,90 11,55 11,38
8 | Balikpapan 2,42 2,57 2,89 2,45 2,31
9 | Samarinda 4,59 4,76 4,99 4,85 4,81
10 | Bontang 4,22 4,38 4,62 4,54 411

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga
di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat.
Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Di

samping itu, pada tahun 2023 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di



provinsi Regional Kalimantan.
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Meski demikian,

tingkat kemiskinan

Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang

mencapai 9,36 persen.
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Gambar 11.24

Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional

Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di

Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 60.860 jiwa, Kota Samarinda

sebanyak 41.890 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 37.040 jiwa. Di

sisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah share PDRB Kabupaten Kutai

Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap

total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk

miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya

belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel I11.23

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (jiwa)

No KAB/KOTA ‘ 2019 2020 2021 2022 2023

1 | Paser 25.450 26.770 27.560 27.020 26.390
2 | KUBAR 13.450 13.780 15.380 15.380 14.690
3 | KUKAR 56.340 58.420 62.360 62.870 60.860
4 | KUTIM 35.310 36.980 37.780 36.840 37.040
S | Berau 11.620 12.300 13.620 13.310 13.260
6 | PPU 11.520 11.930 12.130 11.590 11.190
7 | MAHULU 3.190 3.260 3.180 3.100 3.060
8 | Balikpapan 15.780 17.020 18.530 15.830 14.990
9 | Samarinda 39.800 41.920 42.840 41.950 41.890
10 | Bontang 7.470 7.910 8.410 8.390 7.710

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024
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Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah
tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman
kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan
kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di

antara penduduk miskin.

Tabel 11.24
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah
Tahun 2019-2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Maret 2019 0,610 1,530 0,910
Maret 2020 0,664 1,743 1,015
Maret 2021 1,017 1,673 1,223
Maret 2022 0,672 1,687 0,989
Maret 2023 0,602 1,150 0,771
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Maret 2019 0,130 0,380 0,210
Maret 2020 0,157 0,412 0,240
Maret 2021 0,303 0,413 0,337
Maret 2022 0,149 0,395 0,226
Maret 2023 0,113 0,199 0,140

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan begitu
juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2022. Indeks
Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 0,989. Indeks Keparahan
Kemiskinan turun dari 0,337 menjadi 0,226 pada periode yang sama. Nilai
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2022,
Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,672
sementara di daerah perdesaan mencapai 1,687. Nilai Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,149 sementara di daerah
perdesaan mencapai 0,395. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan
di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan terus meningkat dari tahun 2019-
2021 dalam 3 tahun ini (2019, dengan nilai 0,910 di tahun 2021 tercatat
berada pada nilai 1,223. Sempat menyentuh nilai 1,015 (2020) dan 1,223



-54-

(2021) yaitu pada masa Pandemi COVID-19. Serupa dengan Tingkat
Keparahan kemiskinan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin di Kalimantan Timur. Sejak tahun 2019 dengan
nilai 0,197 meningkat menjadi 0,337 di tahun 2021. Bahkan pada Indeks
Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan pernah berada di nilai 0,303
di tahun 2021, yaitu pada masa Pandemi COVID-2019. Kondisi yang tidak
baik tersebut akan dipadukan dengan Program Pemerintah Pusat yaitu
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada tahun 2023
dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan di wilayah Perkotaan
dan wilayah perdesaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kalimantan Timur menurun 0,989 dan 0,226. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin
semakin mendekati batas garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran
penduduk miskin menjadi semakin kecil.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang
diukur dengan Indeks Gini, selama kurun waktu S5 tahun terakhir
mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pengalaman performa baik pada
tahun 2018 ke 2020 yaitu kondisi penurunan pernah ditunjukkan pada
nilai 0,342 menjadi 0,328. Pada tahun 2021 Indeks Gini mengalami
peningkatan menjadi 0,334, namun menunjukkan penurunan hingga pada
tahun 2023 menjadi sebesar 0,322 yang menunjukkan tumbuhnya geliat
usaha yang semakin adaptif pasca Pandemi COVID-19. Hal tersebut yang
menjadi faktor utama membaiknya kinerja aktivitas ekonomi di berbagai
lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat
berpendapatan rendah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari
perputaran roda perekonomian sehingga terjadi perbaikan pemerataan
pengeluaran di Kalimantan Timur. Akan tetapi, capaian indeks gini tahun
2023 masih sedikit berada di bawah target sebesar 0,320. Sehingga perlu
perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam

menyelesaikan ketimpangan pendapatan penduduk.



-55-

0,35 0.338 0,339
) ’ 0,334
0,34 0,333 0,328
0,33 — —
0,32 0,33 0,328 0,334
0,31 ’ 0,327 0,322
0,3
0,29
0,28 0,292
0,27 0,283 0,286 0,288 0,283
0,26
0,25
2019 2020 2021 2022 2023
Kaltim Perdesaan == Perkotaan

Gambar I1.25

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada

tahun 2023 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai

Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan

Kota Samarinda. Sedangkan kabupaten/kota yang

indeks gininya

termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan

Kota Bontang. Kabupaten Kutai Barat memiliki indeks gini paling rendah

dengan capaian 0,277. Kabupaten Timur memiliki Indeks Gini tertinggi

dengan capaian 0,336.

Tabel I11.25
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 (jiwa)

No Kab/Kota ‘ 2019 2020 2021 2022 ‘ 2023
1 | Paser 0,262 0,290 0,288 0,282 0,292
2 | KUBAR 0,334 0,338 0,317 0,300 0,277
3 | KUKAR 0,278 0,294 0,283 0,269 0,284
4 | KUTIM 0,346 0,325 0,328 0,304 0,336
5 | Berau 0,345 0,300 0,377 0,352 0,327
6 | PPU 0,322 0,292 0,263 0,274 0,299
7 | MAHULU 0,302 0,259 0,270 0,288 0,330
8 | Balikpapan 0,302 0,311 0,325 0,334 0,323
9 | Samarinda 0,341 0,324 0,322 0,346 0,323
10 | Bontang 0,338 0,405 0,340 0,324 0,299

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024
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Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2023
ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,277.
Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada
posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut,
masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai
0,322 pada tahun 2023. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur
ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah

Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.
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Gambar I1.26

Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

E. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak
diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi
pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan
terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah
merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu
daerah. Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar
wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal
ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada
di atas angka 0,60, namun di tahun 2023 angka Indeks Williamson

mengalami penurunan yang mencapai 0,593.
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Gambar I1.27
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)

Regional Kalimantan Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih
mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor
Pertanian menjadi leading sector bagi perekonomian di Kalimantan Barat
dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian
menjadi leading sector bagi perekonomian di Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup
tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan
produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di
wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan
oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur
yang berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa
antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang
relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih
diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih

menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.
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Gambar I1.28
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Kabupaten/Kota

di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen
tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur
memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar
perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan
sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis
sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang
perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur
sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan
Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri
pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber

perekonomian.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2019-2023, angka IPM Kalimantan Timur mengalami
peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM mengalami penurunan.
Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang
sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan
karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengeluaran per
kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada
rumusan [PM Kalimantan Timur. Pada tahun 2021-2023 IPM Kalimantan
Timur kembali mengalami peningkatan masing-masing mencapai 76,88;

77,44; dan 78,20. Capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur
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masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan
berada pada posisi keempat di Nasional setelah DKI Jakarta, DI Yogyakarta

dan Kepulauan Riau.
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Gambar I11.29
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Peningkatan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada
tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2023, angka IPM seluruh
Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi naik. Kabupaten/Kota
yang mengalami peningkatan terbesar adalah Kota Samarinda sebesar 0.89
persen dari 81,72 di tahun 2022 menjadi 82,61 di tahun 2023. Selain Kutai
Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu juga mengalami peningkatan angka
IPM yang signifikan yaitu masing-masing sebesar 0,81 persen dan 0,85
persen dari 73,16 dan 69,17 di tahun 2022 menjadi 73,97 dan 70,02 di
tahun 2023.

Tabel I1.26
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No Kab/Kota | 2019 2020 2021 2022 2023

1 | Paser 72,29 72,43 | 73,34 73,85 74,56
2 | KUBAR 71,63 71,42 72,31 73,16 | 73,97
3 | KUKAR 73,78 74,19 | 74,69 75,31 75,95
4 [ KUTIM 73,49 73,32 | 74,15 74,69 75,33
S Berau 74,88 75,19 75,69 76,24 76,71
6 |PPU 71,64 72,40 | 73,01 73,56 74,33
7 | MAHULU 67,58 67,50 | 68,36 69,17 70,02
8 | Balikpapan 80,11 80,35 | 81,07 81,49 82,03
9 | Samarinda 80,20 80,39 | 81,05 81,72 82,61
10 | Bontang 80,09 80,06 | 80,65 81,00 81,63

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024
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Jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka
IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan IPM tertinggi
dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 69,41 — 78,20.
Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi telah berkurang di seluruh
wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak positif,

khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.
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Gambar I1.30

Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan
Timur yang tinggi bukanlah rangking secara nasional atau regional. Laju
pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal
ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat
dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka
capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh
karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan,
kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan
pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Perkembangan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM
diuraikan sebagai berikut:

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang
menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam
mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata
lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya
dimana pada tahun 2023 mencapai 9,99 tahun. Angka ini mengindikasikan
bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke

atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian
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Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2023 telah mencapai

target yang ditetapkan sebesar 10,00 tahun.
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Gambar I1.31
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019-2023 (Tahun)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama
Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya.
Pada tahun 2023, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama
sekolah tertinggi di atas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota
Balikpapan memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,93 tahun.
Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling
rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 8,49 tahun pada
tahun 2023. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di
Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan
hingga kelas VIII hingga IX (SMP Kelas II hingga III). Angka ini masih-belum

mencapai target pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Tabel 11.27
Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (tahun)

\[o} \ Kab/Kota 2019 2020 2021 2022 2023

1 Paser 8,54 8,55 8,79 8,80 8,91
2 | KUBAR 8,34 8,47 8,70 8,78 8,85
3 | KUKAR 9,10 9,22 9,23 9,24 9,26
4 | KUTIM 9,18 9,19 9,43 9,44 9,45
S5 | Berau 9,25 9,52 9,53 9,54 9,56
6 | PPU 8,16 8,28 8,36 8,51 8,53
7 | MAHULU 7,89 7,97 8,18 8,36 8,49
8 | Balikpapan 10,67 10,68 10,91 10,92 10,93
9 Samarinda 10,47 10,48 10,49 10,71 10,93
10 | Bontang 10,73 10,79 10,80 10,81 10,92

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024
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Seperti data yang tersaji pada tabel di atas, sampai dengan tahun
2023 masih terdapat empat Kabupaten yaitu Kabupaten Mahulu, PPU,
Kubar dan Paser yang memiliki angka rata-rata lama sekolah cukup jauh
di bawah angka rata-rata lama sekolah provinsi maupun kabupaten/kota
lainnya. Namun demikian, dalam rentang waktu tahun 2017 sampai
dengan tahun 2023 terlihat adanya tren kenaikan angka rata-rata lama
sekolah pada keempat Kabupaten tersebut walaupun tidak signifikan.

Jika dilihat berdasarkan capaian rata-rata lama sekolah yang
tertinggi di tahun 2023, Kota Balikpapan menduduki peringkat pertama
rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini
disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana pendidikan yang
sudah lengkap ataupun memadai di semua jenjang Pendidikan di Kota
Balikpapan, sedangkan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah
terendah adalah Kab. Mahulu dengan capaian tahun 2023 sebesar 8,49
tahun, hal ini dimungkinkan antara lain karena infrastruktur pendidikan
di Kab. Mahulu masih perlu mendapat perhatian khusus baik oleh
Pemerintah Pusat maupun daerah.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,99
tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan pada tahun 2023,
bahkan lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,77 tahun. Disusul Kalimantan
Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,34 tahun dan 8,73

tahun.
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Gambar I1.32

Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

2) Harapan Lama Sekolah
Di tahun 2023, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur
telah mencapai 14,02 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki

peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Hal ini
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sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada
generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin
tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan
sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti

pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
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Gambar I1.33
Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019-2023 (Tahun)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi
dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 15,39 tahun sedangkan
Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,63 tahun pada tahun 2023
merupakan capaian harapan lama sekolah paling rendah dibanding

kabupaten/kota lainnya.

Tabel 11.28
Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (tahun)

No Kab/Kota ‘ 2019 2020 ‘ 2021 2022 2023

1 Paser 13,00 13,10 13,25 13,27 13,37
2 KUBAR 12,89 12,90 13,02 13,09 13,25
3 KUKAR 13,58 13,59 13,60 13,63 13,64
4 KUTIM 12,78 12,89 12,90 13,00 13,01
S Berau 13,31 13,32 13,33 13,35 13,36
6 PPU 12,55 12,56 12,57 12,70 12,86
7 MAHULU 12,50 12,51 12,61 12,62 12,63
8 Balikpapan 14,13 14,14 14,22 14,23 14,24
9 Samarinda 14,70 14,89 15,09 15,10 15,39
10 | Bontang 12,90 13,03 13,17 13,18 13,43

Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023

Secara umum Harapan Lama Sekolah pada kabupaten/kota

mengalami tren kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2023 meskipun
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kenaikan harapan lama sekolah di kabupaten/kota belum menunjukkan
kenaikan secara signifikan. Sebagai upaya pemerintah terhadap
peningkatan harapan lama sekolah di delapan kabupaten dengan angka
harapan lama sekolah masih berada dibawah provinsi khususnya
Kabupaten Mahulu dengan angka harapan lama sekolah yang paling
rendah, maka diperlukan adanya langkah konkret sebagai upaya
pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga
pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama
sekolah dapat segera diwujudkan.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang
tertinggi di Regional Kalimantan. Namun tren laju pertumbuhan komponen
ini (2019-2023) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan
Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun
cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh
Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari
Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju
pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir
lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti
pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan
yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di

Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.
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Gambar 11.34

Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)
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3) Umur Harapan Hidup

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami
kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 73,96
tahun dan pada tahun 2023 menjadi 74,72 tahun. Selama periode tersebut
secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,2 persen per tahun
atau secara kumulatif terdapat peningkatan 1,34 poin. Angka ini
mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki
harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Sehingga, angka ini bisa
dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 74,75 tahun.
Dari sisi preventif Keberhasilan Pemerintah dalam menanggulangi penyakit
menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal dan penyakit-penyakit
terkait gizi. Sedangkan dari sisi kuratif tergambarkan upaya pemerintah
dan swasta di kabupaten/dalam menyediakan fasilitas pelayanan

kesehatan yang dibutuhkan.
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Gambar I1.35

Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan
memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 75,64 tahun dan
Kabupaten Mahakam Ulu mencapai usia harapan hidup 73,44 tahun
merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota
lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten
Mahakam Ulu pada tahun 2023 akan memiliki harapan hidup hingga usia
73 tahun.
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Tabel 11.29
Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (tahun)

No Kab/Kota 2019 2020 2021 2022 2023

1 Paser 72,52 73,48 73,77 73,78 73,89
2 KUBAR 72,79 73,37 73,63 73,63 73,73
3 KUKAR 72,21 73,64 73,99 74,00 74,12
4 KUTIM 73,03 73,86 74,21 74,22 74,33
5 Berau 71,94 73,06 73,35 73,35 73,45
6 PPU 71,30 73,57 73,87 73,90 74,03
7 MAHULU 71,90 73,06 73,30 73,32 73,44
8 Balikpapan 74,41 75,20 75,50 75,52 75,64
9 Samarinda 74,17 74,83 75,12 75,15 75,27
10 | Bontang 74,18 74,37 74,67 74,69 74,81

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur
Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih

berada di atas capaian nasional yang sebesar 72,13 tahun.
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Gambar I1.36
Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia

Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita
Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan
paritas daya beli (purchasing power parity). Pengeluaran per Kapita
Disesuaikan selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 4,34
persen per tahun. Pada tahun 2023, Pengeluaran per Kapita disesuaikan
masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 13,20 juta per tahun, atau

naik Rp 561 ribu dibandingkan tahun 2022.



-67-

13.500 - 13.202
13.000 -
12.500 -
12.000 -
11.500 -
11.000 -
10.500

2019 2020 2021 2022 2023

Gambar I1.37
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019-2023 (Ribu Rp)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021-2023 merupakan dampak
dari adanya pemulihan pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh
wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan daya beli
masyarakat meningkat karena pulihnya aktivitas perekonomian
masyarakat.

Sedangkan jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bontang
memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara
kabupaten/kota lainnya mencapai 17.659 ribu rupiah dan Kabupaten
Mahakam Ulu sebesar 8.696 ribu rupiah merupakan pengeluaran per
kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum,
peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan peningkatan taraf
kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan
pemulihan pandemi COVID-19 dengan banyaknya masyarakat yang telah
vaksin di tahun 2022.

Tabel 11.30
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (Ribu Rupiah)

No Kab/Kota 2019 2020 2021 2022 2023

1 Paser 10.767 10.344 10.673 11.181 11.651
2 | KUBAR 10.338 9.712 10.062 10.740 11.291
3 | KUKAR 11.152 10.720 11.048 11.677 12.323
4 | KUTIM 11.196 10.485 10.868 11.322 11.961
5 | Berau 12.726 12.018 12.435 13.095 13.620
6 | PPU 11.750 11.231 11.651 11.890 12.517
7 | MAHULU 8.008 7.524 7.802 8.215 8.696
8 | Balikpapan 14.791 14.549 14.862 15.455 16.195
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No Kab/Kota 2019 2020 2021 2022 2023

9 | Samarinda 14.613 14.135 14.582 15.162 15.610

10 | Bontang 16.843 16.278 16.765 17.327 17.659
Kalimantan Timur 11.917 12.359 11.728 12.116 12.641

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun
2023, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi dan diikuti oleh Kalimantan
Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan
Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar
kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi

pendapatan rumah tangga.
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Gambar I1.38
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribu Rupiah)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

B. Indeks Pembangunan Gender

Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut
gender, United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan
sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan
penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010. Saat ini,
IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki.
Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan

pembangunan antara perempuan dan laki-laki.
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Gambar I1.39
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019-2023 (tahun)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama
kurun waktu lima tahun sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami
peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2023 sebesar 87,13. Dalam
rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang
dipisahkan sesuai jenis kelamin. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender
disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan
Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki yaitu untuk
Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki tahun 2023 sebesar 10,26 tahun
sedangkan perempuan 9,79 tahun, Adapun dari sisi pengeluaran per kapita
untuk Laki-laki sebesar 19,88 juta rupiah sedangkan perempuan hanya
7,76 juta rupiah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam
pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender

yang bersifat multi program dan lintas sektor.

Tabel I11.31
Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Provinsi
Kalimantan Timur, Tahun 2023

\\[o) Komponen Laki-Laki Perempuan
1 Umur Harapan Hidup (Tahun) 72,96 76,62

2 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,87 14,19

3 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 10,26 9,79

4 Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp) 19,88 7,76

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi
dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan

capaian 90,80 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender
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terendah yaitu 73,15 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan

pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

Tabel 11.32
Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (tahun)

No Kab/Kota 2019 ‘ 2020 2021 2022 2023
1 Paser 71,41 71,35 71,49 72,27 73,15
2 KUBAR 83,84 84,09 84,67 85,02 85,73
3 KUKAR 79,14 79,20 79,61 80,30 81,08
4 KUTIM 76,51 76,63 76,95 77,67 78,46
5 Berau 87,93 87,71 88,08 88,08 88,43
6 PPU 86,22 86,68 86,97 87,23 87,41
7 MAHULU 80,89 81,07 81,92 82,60 83,28
8 Balikpapan 89,71 90,24 90,48 90,59 90,80
9 Samarinda 89,41 89,82 89,90 90,40 90,68
10 Bontang 86,72 87,29 87,66 88,05 88,34
Kalimantan Timur 85,98 85,95 86,18 86,77 87,13

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

C. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang
menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam
kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan
laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.
Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang
kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai
program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam
menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan
kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel 11.33
Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018 — 2022 (tahun)

No KAB/KOTA 2018 2019 2020 2021 2022
1 Paser 62,76 66,20 65,66 65,67 64,94
2 KUBAR 63,68 61,14 60,60 65,34 66,01
3 KUKAR 56,44 63,74 61,43 62,76 63,40
4 KUTIM 55,72 56,35 53,77 53,78 51,55
5 Berau 50,55 57,66 57,91 56,48 58,17
6 PPU 50,02 50,36 49,75 49,85 50,58
7 MAHULU 76,04 80,61 80,41 80,43 81,11
8 Balikpapan 66,33 69,11 68,97 68,62 69,27
9 Samarinda 69,61 66,29 70,65 67,54 68,63
10 | Bontang 46,36 51,99 51,97 45,67 46,12
Kalimantan Timur 57,53 65,65 65,54 66,64 66,389

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023



-71-

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun
2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dengan capaian 57,53
menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun
2020 menjadi 65,54. Tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan
Timur mengalami peningkatan menjadi 66,89. Masih rendahnya indeks
pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan
perempuan di parlemen hanya 20,00 persen dan Persentase Sumbangan
Pendapatan Perempuan sebesar 24,02 persen. Adapun persentase perempuan
sebagai tenaga kerja profesional 49,78 persen.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki
Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di
Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 81,11 sedangkan Bontang
memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 46,12 yang artinya
bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara

perempuan dan laki-laki masih tinggi.

D. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan
kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang
terdapat di desa. Paradigma pembangunan desa didasarkan pada ruang
dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Capaian Indeks Desa Membangun merupakan cerminan status
kemajuan dan kemandirian Desa, yang terbagi dalam Klasifikasi Status
Desa yaitu Desa Mandiri (IDM > 0.8155), Desa Maju (0.7072 < IDM <
0.8155), Desa Berkembang (0.5989 < IDM < 0.7072), Desa Tertinggal
(0.4907 < IDM < 0.5989) dan Desa Sangat Tertinggal (IDM < 0.4907).

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir IDM Provinsi Kalimantan Timur
terus mengalami peningkatan dengan capaian terakhir pada tahun 2023
telah mencapai 0,7526. Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur pada

peringkat ke 9 di antara seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan ini
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tentu saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan

pembangunan hingga level administrasi terkecil di Kalimantan Timur.
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0,7000 -
0,6500 - 0,6238
0,6000 -
0,5500 -
0,5000

0,7526
0,7320
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Gambar I1.40
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019 - 2023
(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023)

Capaian IDM pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terus
mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir seiring berhasilnya
pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan sumber dana yang
berasal dari pemerintah pusat melalui dana desa dan bantuan keuangan
spesifik ke seluruh desa. Capaian IDM terendah pada tahun 2023 terdapat
pada Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 0,6968 dengan status
Berkembang, dan capaian tertinggi pada Kabupaten Penajam Paser Utara

dengan nilai capaian sebesar 0,8052.

Tabel 11.34
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 - 2023

No Kab/Kota 2019 2020 2021 2022 2023
1 | Paser 0,6092 0,6664 0,7240 0,7500 0,7690
2 | KUBAR 0,5900 0,6660 0,6953 0,7298 0,7504
3 | KUKAR 0,6415 0,6846 0,7128 0,7465 0,7759
4 | KUTIM 0,6378 0,6782 0,7119 0,7305 0,7323
5 | Berau 0,6539 0,6999 0,7177 0,7261 0,7294
6 | PPU 0,6905 0,7085 0,7340 0,7769 0,8052
7 | MAHULU 0,5862 0,6181 0,6318 0,6646 0,6968

Kalimantan Timur 0,6238 0,6752 0,7071 0,7320 0,7526

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2024

Pada tahun 2023, dari 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur yang
tersebar di tujuh kabupaten tidak ada lagi desa dengan status sangat
tertinggal dan hanya tersisa 5 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten

Berau sebanyak 1 desa dan Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 desa. Untuk
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mengurangi jumlah desa tertinggal di Kalimantan Timur, perlu upaya
pemerintah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam

pembangunan desa terutama dalam meningkatkan pencapaian indeks

ketahanan ekonomi yang masih rendah daripada 2 komponen lainnya.

Tabel 11.35
Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
Desa
Desa Desa Desa Desa

MO Sl Mandiri Maju Berkembang  Tertinggal Tesr?;gat al
1 Paser 31 78 30 0 0
2 KUBAR 47 79 60 4 0
3 KUKAR 76 70 47 0 0
4 KUTIM 19 69 51 0 0
5 Berau 17 39 43 1 0
6 PPU 18 12 0 0 0
7 MAHULU 1 17 32 0 0
Kalimantan Timur 209 364 263 S 0

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2024

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
A. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan
dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai IPK Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2022 mencapai 54,81. Capaian IPK Kalimantan
Timur berada bawah capaian IPK Nasional yaitu sebesar 55,13. Dari dimensi
penilaian yang tercakup dalam IPK, Kalimantan Timur mendapatkan nilai di
atas angka nasional, yaitu pada dimensi Pendidikan 76,55, Dimensi

Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 74,40 dan dimensi budaya literasi.

Tabel 11.36
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Dimensi IPK Provinsi Nasional

Ekonomi Budaya 14,75 26,88
Pendidikan 76,55 72,53
Ketahanan Sosial Budaya 74,40 69,25
Warisan Budaya 43,86 48,92
Ekspresi Budaya 28,51 31,48
Budaya Literasi 64,95 57,40
Gender 56,65 59,30

IPK 54,81 55,13

Sumber: KEMENDIKBUD, 2023

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut,
peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif dikarenakan capaian

berada diatas capaian IPK nasional. Capaian ini patut diapresiasi dalam
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pengembangan budaya dan seni serta pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah. Meskipun beberapa dimensi IPK terus mengalami peningkatan,

namun masih diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun

kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat

sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

B. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menggambarkan kapasitas

pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan,

lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta

gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2017 IPP Provinsi Kalimantan Timur

mengalami peningkatan dari 53,50 pada tahun 2017 menjadi 54,83 pada

tahun 2020. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki

Peringkat 7 secara nasional meningkat dari tahun 2017. Semua capaian

domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan
kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan
kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja.
Tabel I1.37
Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022
Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Domain: Pendidikan 73,33 73,33 73,33 76,67 76,67
1. Rata-Rata Lama Sekolah 10,72 11,24 11,28 11,44 11,41
2. APK Sekolah Menengah 94,35 93,00 93,96 93,85 93,28
3. APK Perguruan Tinggi 35,64 37,78 39,16 40,21 40,62
Domain: Kesehatan dan Kesejahteraan 72,50 70,00 57,50 67,50 65,00
1. Angka Kesakitan Pemuda 5,37 6,52 4,07 6,31 8,43
2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan 0,93 1,37 1,67 0,23 0,50
3. Pemuda Merokok 20,80 20,82 20,39 19,14 17,07
4. Remaja Perempuan Sedang Hamil 7,99 2,52 25,55 26,88 26,88
Domain: Lapangan dan Kesempatan Kerja 35,00 45,00 50,00 35,00 45,00
1. Pemuda Berwirausaha Kerah Putih 0,24 0,48 0,70 0,38 0,56
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda 15,21 12,80 13,94 16,01 12,35
Domain: Partisipasi dan Kepemimpinan 43,33 43,33 43,33 30,00 30,00
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial 70,55 70,55 70,55 50,56 50,56
Kemasyarakatan
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam 4,87 4,87 4,87 4,15 4,15
organisasi
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat 5,12 5,12 5,12 2,62 2,62
Domain: Gender dan Diskriminasi 50,00 50,00 50,00 53,33 53,33
1. Angka Perkawinan Usia Anak 11,54 12,36 11,79 8,64 8,64
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah 44,39 46,10 45,88 46,76 46,76
Menengah dan Perguruan Tinggi
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal 25,29 27,96 24,48 25,17 26,99
Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim 54,83 56,33 54,83 52,50 54,00
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 51,50 52,67 51,00 53,33 55,33

Sumber: BAPPENAS, 2022
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2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Urusan Wajib
A. Pendidikan

Angka partisipasi sekolah (APS) di beberapa Kabupaten/Kota di
Kalimantan Timur ternyata belum capai 100 persen, terbukti pada jenjang
usia 16-18 tahun mengalami penurunan (81,50) tahun 2023, artinya Masih
ada anak belum sepenuhnya mengenyam pendidikan formal bahkan pada
tahun 2020 akibat pandemi Corona angkanya mengalami penurunan
(81,88). Penyebab tersebut mungkin dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan
orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran
untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4)
faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah). untuk itu Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang
pendidikan berdasarkan kewenangannya lebih
memfokuskan/melaksanakan program seperti Program Indonesia Pintar
(PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan ruang
kelas baru SD, pembangunan SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB),
rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan
partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan
jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023
paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar
106,46. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 6,46 persen penduduk yang
bukan golongan umur 7-12 tahun masih bersekolah di tingkat SD, hal ini
disebabkan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang
telat bersekolah, atau pengulangan kelas. sebenarnya wilayah tersebut
mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang
sesungguhnya namun tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah pada
jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan wuntuk mengukur
ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu
jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui
seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan
fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara
umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK

memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang
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pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada
jenjang yang bersesuaian. APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-
2023 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan terkecuali
jenjang SLTA mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Peningkatan
APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan
jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi
penanda dari meningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut
terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur. Namun, meskipun APM
terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang
lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian
bantuan Pendidikan, bantuan siswa miskin,

operasional bagi

pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Tabel 11.38
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

Usia Sekolah 2019 2020 2021 2022 2023

Angka Partisipasi Sekolah
7-12 99,68 99,73 99,60 99,57 99,64
13-15 98,21 99,07 98,90 98,75 98,71
16-18 82,07 81,88 82,10 81,43 81,50
Angka Partisipasi Kasar
Jenjang Pendidikan 2019 2020 2021 2022 2023
SD 106,84 105,75 105,26 105,21 106,46
SLTP 91,03 92,17 92,03 91,47 92,28
SLTA 94,96 95,23 95,52 95,09 95,16
Angka Partisipasi Murni
Jenjang Pendidikan 2019 2020 2021 2022 2023
SD 98,41 98,44 98,36 98,45 98,53
SLTP 80,42 81,28 81,30 82,65 83,36
SLTA 68,55 69,00 69,29 69,10 69,89

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru
terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah
terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah
menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah
sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur.
Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat

persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.
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Tabel 11.39
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tingkat Jumlah Jumlah Jumlah Rasio Rasio Murid-
Pendidikan Sekolah Murid Guru Murid-Guru Sekolah
Sekolah Dasar (SD)

Negeri 1.676 367.363 23.050 15,94 219,19

Swasta 253 52.109 3.366 15,48 205,96

MI 149 33.396 2.326 14,36 224,13
Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 458 129.945 8.681 14,97 283,72

Swasta 239 31.929 2.269 14,07 133,59

MTs 182 31.833 2.998 10,62 174,91

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Negeri 145 68.792 4.290 16,04 474,43

Swasta 92 13.541 1.105 12,25 147,18

MA 92 12.138 1.512 8,03 131,93
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Negeri 88 54.574 3.481 15,68 620,16

Swasta 129 28.536 1.850 15,42 221,21

Sumber: Disdikbud dan Kemenag Kaltim, 2023

Pada tahun 2023, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang
pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang
pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah
tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan
Sekolah Menengah Kejuruan.

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi
Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun
2021, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok
usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,10
poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13-15 tahun turun
0,36 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,06 poin. Angka
Putus Sekolah kembali meningkat pada tahun 2023 untuk masing-masing
kelompok umur menjadi 0,36 untuk kelompok usia 7-12 tahun, 1,29 untuk
kelompok usia 13-15 tahun, dan 18,50 untuk kelompok usia 16-18 tahun.

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya
kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis
yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin.
Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan
sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk
keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan
bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan
melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya

pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.
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Gambar I1.41
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019-2023 (persen)
(Sumber: BPS Kaltim, 2024)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam
peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan
formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 54 perguruan
tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2022, jumlah

mahasiswa mencapai 96.091 dengan jumlah dosen sebanyak 4.424 orang.

B. Kesehatan
1) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting
Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan
utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Tren Jumlah
Kematian Ibu dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, namun pada
tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah terjadi penurunan jumlah
kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0-11) bulan juga
mengalami penurunan.

Tabel 11.40
Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Persen)

No Kab/Kota 2019 2020 2021 2022 2023

1 Paser 32,20 | 15,50 | 23,60| 24,90 22,40
2 | KUBAR 35,70 | 16,60 | 15,80 | 23,10 22,00
3 | KUKAR 36,50 | 14,30 | 26,40 | 27,10 17,60
4 | KUTIM 39,40 | 16,10 | 27,50| 24,70 29,00
5 | Berau 24,70 | 17,60 | 25,70 21,60 23,00
6 | PPU 27,00 | 11,40| 27,30| 21,80 24,60
7 | MAHULU 36,60 9,60 | 20,30 | 14,80 N/A
8 | Balikpapan 14,00 | 13,30 | 17,60| 19,60 21,60
9 | Samarinda 24,70 | 11,90 | 21,60| 25,30 24,40
10 | Bontang 29,00 | 20,90 | 26,30 21,00 27,00

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2023
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Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34
provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada
anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017
meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survei
Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10
persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila
dibandingkan dengan Cut of Point menurut Rekomendasi WHO bahwa
stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Walau sempat turun tajam
pada tahun 2020 menjadi 14,7, namun prevalensi stunting di Kalimantan
Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9, namun
sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 mencapai 22.90. Angka ini
diatas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,5. Secara regional,
prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan ke
enam belas. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada
tahun 2023 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Kutai

Kartanegara yang mencapai 17,60 persen.
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Gambar I1.42
Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019-2023 berdasarkan Hasil Survei SSGI
(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2023)

Untuk wasting sendiri hasil SSGI Tahun 2022 menunjukkan Provinsi
Kalimantan Timur mencapai 9,1. Angka ini lebih tinggi dibandingkan
wating nasional yang mencapai 7,7. Wasting di Kalimantan Timur
dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan berada pada posisi ketiga
terendah setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Hal ini
merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar
semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap
bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu

adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam
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rangka percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi dan stunting

serta wasting di Provinsi Kalimantan Timur.

2) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah
fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan
Kesehatan masyarakat. Terdapat penambahan sebanyak 5 Rumah Sakit
Umum, 3 Rumah Sakit Swasta, 1 Puskesmas, sampai dengan bertambahnya
50 Puskesmas Pembantu sehingga terlihat persebaran fasilitas Kesehatan di
kabupaten/kota sudah cukup merata. Dengan jumlah 58 Rumah Sakit
Umum dan 22 Rumah Sakit Swasta di Kalimantan Timur pada tahun 2023,
terdata pada Mahulu dan Bontang sudah memiliki masing-masing 2 dan 5
unit RS. Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari
jumlah tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap
kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada
Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang
besar farmasi dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

Tabel 11.41
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

\[o} Fasilitas Kesehatan ‘ 2019 2020 2021 2022 ‘ 2023
1 Rumah Sakit Umum 53 S7 59 59 58
2 Rumah Sakit Swasta 19 22 22 22 22
3 RS Bersalin 9 7 10 10 8
4 Puskesmas 187 187 188 188 188
5 Puskesmas Pembantu 716 730 742 745 766
6 | Pedagang Besar Farmasi 49 52 52 52 52
7 | Apotek 704 759 745 745 745

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2023

Pada umumnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh
kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan atau
tetap (puskesmas) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Seluruh jenis
fasilitas kesehatan mengalami

penurunan, kecuali jumlah apotek

meningkat dari 745 menjadi 826.
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Tabel 11.42

Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Fasilitas Kesehatan

Pedagang Apotek

Kabupaten/Kota RS. RS. Puskesmas
Puskesmas Besar
Umum & Swasta Pembantu .
Farmasi

1 Paser 2 0 19 123 0 38
2 Kutai Barat 2 1 19 84 0 36
3 Kutai Kartanegara 3 0 32 175 0] 122
4 Kutai Timur 3 5 21 116 1 51
5 Berau 2 0 21 112 0 71
6 Panajam Paser Utara 2 0 11 43 0 34
7 Mahakam Ulu 2 0 6 30 0 6
8 Balikpapan 11 4 27 14 19 165
9 Samarinda 14 3 26 0 32 285
10 Bontang 1 4 6 2 0 18
JUMLAH 42 17 188 699 52 826

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan
kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Fasilitas
pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
Kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai
derajat Kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang
Kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan

dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tabel 11.43
Jumlah Tenaga Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

\[o) Fasilitas Kesehatan ‘ 2019 ‘ 2020 2021 2022 ‘ 2023 ‘
1 Dokter Umum 1.024 1.106 1.046 1.488 2.103

2 Dokter Gigi 314 320 326 327 454

3 | Dokter Spesialis 597 649 999 1.174 843

4 | Perawat 6.524 7.510 9.468 9.627 11.006

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2023

Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang
mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap
wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan
jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.
Sejak 2019 sampai dengan 2023 penambahan Dokter umum bertambah
989 orang, Dokter gigi 140 orang, Dokter spesialis 246 orang, dan perawat
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sejumlah 4.482 orang. Persebaran tenaga Kesehatan di Kabupaten Kota
sudah merata walaupun perlu di akurasi sampai pada kebutuhan di tingkat
kecamatan. Dengan jumlah 11.976 tenaga Kesehatan utama pada tahun
2022, yang terdiri dari Dokter umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan
Perawat menggambarkan persebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota

upaya pemenuhan pelayanan pada masyarakat sudah terpenuhi.

Tabel 11.44
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Fasilitas Kesehatan

Kabupaten/Kota Dokter Dokter Dokter
. 1 Perawat
Umum Spesialis
1 Paser 61 23 32 543
2 Kutai Barat 62 16 18 611
3 Kutai Kartanegara 111 33 68 1.096
4 Kutai Timur 113 34 S0 858
) Berau 108 23 25 665
6 Penajam Paser Utara 39 13 23 287
7 Mahakam Ulu 24 2 1 211
8 Balikpapan 368 89 393 1.974
9 Samarinda 305 112 302 2.438
10 Bontang 163 35 104 763
JUMLAH 1.354 380 1.016 9.226

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan
tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan,
sejumlah upaya telah dilakukan dalam wupaya pemenuhan tenaga
kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan
tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip
Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter
Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi

Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.
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Gambar 11.43
Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2023
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024)

Tabel I1.45
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas

I\[o} Kabupaten/Kota Pjsukr:;?r}llas Lengkap L]z’flgﬁzp % Pemenuhan
1 |Paser 19 17 2 89.47
2 |Kutai Barat 19 5 14 26,32
3 [Kutai Kartanegara 32 21 11 65,63
4 |Kutai Timur 21 9 12 42 .86
S |Berau 21 16 S 76,19
6 |Penajam Paser Utara 11 6 S 54,55
7 |Mahakam Hulu 6 2 4 33,33
8 |[Kota Balikpapan 27 25 2 92,59
9 |[Kota Samarinda 26 21 S 80,77
10 [Kota Bontang 6 5 1 83,33

Jumlah 188 127 61

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio
di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah
melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target
rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih
ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan
dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan
Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis
tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi,
promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen

puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.
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Gambar 11.44
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024)

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya
memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi
Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur
telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan
jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3

Spesialis Penunjang.

Tabel 11.46

Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan

3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur

| Medik SPES Dasar Medik SPES Penunjang
Nama

Fasyankes | Sp.A Sp.B Sp.OG Sp.PD Sp.An SP.PK Sp.Rad

No.| Kab/Kota |Milik| Tipe

Kab/ |psup |RSUD 1 1 1 1
Kota Talisayan
Kabupaten
1. Berau Kab/ RSUD Dr.
Kota RSUD |[Abd. Rival 3 2 3 3 1 1 2
berau
Kota Kab/ RSUD
2 Balikpapan [Kota RSUD Balikpapan 2 2 s 4 3 2
Kab/ RSUD
3. |Kota Bontang Kota RSUD |Taman 3 2 4 3 3 2 2
Husada
RSUD Inche
4, [Kota Kab/ e SUD |abdoel 3 3 3 4 3 2 2
Samarinda Kota Moeis
RSUD
Kabupaten |Kab/ Harapan
5. Kutai Barat |[Kota RSUD Insan 2 3 2 3 1 3 1
Sendawar
Kabupaten Kab/ RSUD AM
6. |Kutai Kota RSUD |Parikesit 4 3 5 6 4 2 2
Kartanegara Tenggarong
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\ Medik SPES Dasar Medik SPES Penunjang
Nama

Fasyankes Sp.A Sp.B Sp.OG Sp.PD Sp.An SP.PK Sp.Rad

Kab/Kota |Milik| Tipe

Kab/ RSUD
Kota RSUD Dayaku Raja 1 1 1
RSUD Aji
Kab/ Batara
Kota RSUD Agung Dewa 2 1 1 3 1 1 1
Sakti
RSUD
Ealt:)/ RSUD (Sangkuliran 1 1 1 1
Kabupaten ota g
7 Kutai Timur
Kab/ RSUD
Kota RSUD Kudungga 1 3 3 4 3 2 1
RSUD
Ea]t“/ RSUD [Panglima 3 4 4 3 3 2 2
8 Kabupaten ota Sebaya
" Paser
Kab/ RSUD RSUD 1
Kota Kerang
Kab/ RSUD
Kabupaten [Kota RSUD Sepaku 1 1
9. Penajam Kab/ RSUD Ratu
Paser Utara Kota RSUD |Aji Putri 1 3 2 2 1 2 2
Botung

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

3) Penyakit menular

Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit Tuberkulosis (TBC)
atau TB, hal ini dikarenakan jumlah kasus TBC dan Jumlah kematian

selama pengobatan Tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya.
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Gambar 11.45

Kasus TB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022
(Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Kaltim, 2023)

Jumlah kasus TB mengalami peningkatan di tahun 2017 — 2019 dan
mengalami penurunan di tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2021

meningkat kembali hingga mencapai 5.306 kasus sama halnya juga dengan



-86-

kasus TB pada anak usia 0-14 tahun sedikit mengalami peningkatan tahun

2021 mencapai 455 kasus.
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Gambar 11.46
Jumlah Kasus TB menurut Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
(Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Kaltim, 2023)

Kota Samarinda, Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara
berada di urutan tertinggi untuk kasus TB, hal ini juga terkait dengan lebih

banyak fasilitas Kesehatan yang aktif melapor dan besarnya jumlah

penduduk di ketiga wilayah tersebut.

Tabel 11.47

Jumlah Kasus Penyakit Menular Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 - 2023

No Penyakit/Kasus 2019 2020 2021 2022 2023

1. | CNR Seluruh Kasus TBC (Per 206 123 140 203 299
100.000 Penduduk
Kalimantan Timur)

2. | Jumlah Kematian selama 207 210 281 382 498
Pengobatan Tuberkulosis
(Kab/Kota)

3. | Jumlah Kasus HIV 1.369 1.023 1.143 1.354 1.194
(Kab/Kota)

4. | Jumlah Kasus Baru AIDS 381 179 364 453 253
(Kab/Kota)

5. |Jumlah Kematian akibat 31 24 33 62 31
AIDS (Kab/Kota)

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024

TBC (Tuberkulosis) yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru
akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala
berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya

berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.
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Tabel 11.48

Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2022

No Penyakit/Kasus \ 2018 2019 2020 2021 2022
Penderita Hipertensi yang | 207.231 | 239.736 | 245.676 | 206.848 | 467.415
Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan (Kab/Kota)

(Puskesmas Melaksanakan
Kegiatan Deteksi Dini Iva &
Sadanis* )

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Air Minum

Selain upaya pencapaian target SPM air minum (Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal),
Kalimantan Timur memiliki target pemenuhan kebutuhan akses air minum
layak. Akses air minum layak merupakan kemudahan/kemampuan
penduduk memperoleh kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari dari
sumber terlindungi baik dari jaringan perpipaan maupun non perpipaan.
Persentase akses air minum layak merupakan rasio antara jumlah
penduduk yang telah memperoleh suplai air minum dengan total jumlah
penduduk. Dalam 6 tahun terakhir, capaian akses air minum layak
menunjukkan kinerja yang baik. Walaupun target tidak tercapai pada awal
dan pertengahan tahun perencanaan (2019-2020), namun sejak tahun
2021, realisasi pemenuhan akses air minum layak telah melampaui target
yang ditetapkan. Grafik target dan realisasi direpresentasikan pada gambar

dibawah ini.
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Gambar 11.47

Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2018-2023 (%)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2024)

Deteksi Dini Kanker 122 151 110 130 170
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Angka capaian merupakan agregat dari pencapaian 10
kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Seluruh Kabupaten/Kota telah
memiliki capaian di atas 50% kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara dan
Kabupaten Mahakam Ulu yang aksesnya baru mencapai 23,35% dan
14,40%. Sementara capaian tertinggi berada di Kota Balikpapan. Walaupun
secara cakupan Kalimantan Timur menunjukkan layanan yang baik,
perhatian perlu diberikan pada aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas
sumber air baku. Hampir seluruh area perkotaan, terutama tiga Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) utama, memiliki cakupan di atas 80%. Sayangnya,
suplai air baku yang mendukung tingginya capaian ini masih berasal dari
air tanah, terutama di Kota Bontang dan Balikpapan. Kondisi ini dapat
dikatakan tidak ideal dan tidak berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya
untuk menyediakan air baku yang memenuhi standar keandalan, yakni

bersumber dari air permukaan.

Tabel 11.49
Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023
M Kabupaten/Kota 2022 2023
1 Balikpapan 99.25 98,99
2 Penajam Paser Utara 30.90 23,35
3 Paser 70.14 84,25
4 Bontang 83.55 83.55
5 Kutai Timur 51.73 55,03
6 Berau 82.16 81,55
7 Samarinda 87.27 87,27
8 Kutai Kartanegara 72.85 78,33
9 Kutai Barat 86.02 86,02
10 | Mahakam Ulu 66.06 14,40
Provinsi 78.00 79,54

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, terdapat
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Data Susenas Kor (Maret 2022)
menunjukkan bahwa terdapat 17.118 Rumah Tangga di Kaltim (1,3%) yang
sumber air minumnya berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung,
sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung.
Sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat
penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara untuk keperluan
domestik lainnya (memasak, mandi, mencuci, dll), terdapat sekitar 5.55%
Rumah Tangga yang menggunakan air dari sumur bor/pompa, sumur

terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak
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terlindung dan sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari
tempat penampungan limbah /kotoran/tinja terdekat. Hal ini mengartikan
bahwa terdapat penduduk yang sumber air bersihnya memiliki potensi
terkontaminasi dengan air buangan/limbah domestik (termasuk tangki
septik). Kondisi ini dapat membawa risiko negatif bagi kesehatan karena
masyarakat berpotensi terpapar bakteri dari buangan air limbah.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target akses air minum layak secara
nasional adalah 100% pada tahun 2024. Hingga tahun 2023, capaian air
minum layak di Kaltim baru mencapai 79,54%. Oleh karena itu, masih
terdapat gap yang cukup besar antara capaian Kalimantan Timur dengan
target nasional. Pemerintah Provinsi tidak dapat sepenuhnya mengejar
target tersebut mengingat kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada
suplai air baku untuk air minum pada cakupan regional atau lintas
kabupaten/kota. Dari 841 desa & kelurahan yang ada di Kaltim, rencana
SPAM regional diperkirakan hanya mampu menyuplai air minum curah
untuk kurang lebih 260 desa/kelurahan. Oleh karena itu, untuk mencapai
target 100% cakupan layanan, diperlukan strategi penanganan khusus,
salah satunya melalui mekanisme bantuan keuangan. Selain itu,
diperlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terutama untuk kompilasi
data capaian di setiap kabupaten/Kota yang akan diagregat menjadi
capaian provinsi.

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah
diterima oleh 73,92% dari jumlah penduduk Kaltim. Nilai ini adalah angka
layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM. Dalam konteks
capaian berdasarkan dokumen RPJMD Kaltim 2019 - 2023, capaian air
minum layak perpipaan tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan,
yakni sebesar 68,64%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, air minum layak
perpipaan di Kaltim ditargetkan mencapai 73,92% pada tahun 2024,
sehingga terdapat gap antara target nasional dengan kondisi saat ini, yakni

berkisar 2,17%.
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Gambar 11.48

Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2024)

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur air limbah oleh
provinsi yang dilakukan hingga saat ini belum secara langsung
memperlihatkan manfaat/dampak yang nyata terkait pencapaian SPM air
limbah skala provinsi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan
memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan kabupaten/kota. Hal ini
dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sektor air limbah serta
pemberian pendampingan untuk implementasi dokumen Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota (SSK). Tahun 2022, pendampingan dilakukan untuk Kota
Samarinda dan Kabupaten Berau sementara tahun 2023, pendampingan
akan dilakukan untuk Kabupaten Paser, Mahulu, dan Kota Bontang. Nilai
capaian sektor sanitasi yang digunakan sebagai indikator merupakan nilai
capaian agregat 10 Kabupaten/Kota. Pada dimensi layak, sudah 81,79%
penduduk mendapat layanan sanitasi. Namun, capaian masih sangat

minim pada dimensi aman, yakni baru mencapai kurang dari 5%.

Tabel I1.50
Capaian Sektor Air Limbah 2023
\ Air Limbah
‘ Kabupaten/Kota ‘ Layak (%) Aman (%)
Balikpapan 91,40 9,18
Penajam Paser Utara 95,68 3,70
Paser 92,75 0,71
Bontang 100,00 7,63
Kutai Timur 89,10 2,70
Berau 90,55 3,35
Samarinda 78,02 7,95
Kutai Kartanegara 75,02 0,32
Kutai Barat 61,11 1,59
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\ Air Limbah
‘ Kabupaten/Kota ‘ Layak (%) Aman (%)
Mahakam Ulu 52,50 2,91
Kaltim 2022 83,84 4,71

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023. Agregasi capaian Kabupaten/Kota

Walaupun belum mencapai kondisi ideal dan masih jauh dari kondisi
aman, secara nasional Kaltim memperlihatkan kemajuan penanganan
sanitasi yang baik, terutama dari sisi tempat pembuangan tinja. Pada tahun
2022 (Maret), hampir seluruh Rumah Tangga di Kaltim atau 92,83 persen
terlayani oleh tangki septik. Kondisi ini sudah berada di atas rata-rata
nasional yakni 82,56 persen. Walaupun secara persentase terlihat baik,
angka absolut untuk Rumah Tangga yang membutuhkan perhatian dapat
dikatakan cukup signifikan. Pada tahun 2021, terdapat 75.956 Rumah
Tangga yang masih membuang tinja secara langsung ke berbagai obyek
geografis lingkungan alam, seperti kolam/sawah/sungai/danau/laut,

lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun/dan lainnya.

3) Jalan Dalam Kondisi Mantap

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum
sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana jaringan jalan provinsi
sepanjang 938,85 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2023
mencapai 764,35 km atau 81,41 persen. Berdasarkan jenis permukaan
jalan yaitu aspal mencapai 467 km, kerikil 83,51 km, tanah 1,38 km, dan
lainnya 386,96 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi
baik mencapai 227,51 km, kondisi sedang 536,84 km, kondisi rusak ringan
75,72 km, dan kondisi rusak berat 98,78 km.

Tabel I1.51

Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (km)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Status Panjang (Km) ‘ Aspal ‘ Kerikil ‘ Tanah Lainnya
1 Nasional 1.710,96 1.442,02 0,20 0 364,55

2 Provinsi 938,85 467,00 83,51 1,38 386,96
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Data jalan kewenangan provinsi pada Tahun 2023 menunjukkan
cukup rendahnya panjang jalan yang dalam kondisi rusak sedang dan

berat. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk pemeliharaan, sehingga
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dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna

jalan.
Tabel I1.52
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

. Rusak Rusak

I\[o} Status Baik Sedang o Berat
1 Nasional 285,30 1.284,46 136,41 100,58
2 Provinsi 227,51 536,84 75,72 98,78

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat
setiap tahunnya dari tahun 2019 yang hanya mencapai 473,05 km,
meningkat 220,81 km sehingga pada tahun 2023 telah mencapai 764,35
km. faktor pendorong yang membuat capaian jalan mantap bertambah
setiap tahunnya adalah pemeliharaan jalan provinsi oleh UPTD
Pemeliharaan Dinas PUPR PERA untuk menjaga kemantapan jalan dan
alokasi pendanaan untuk rekonstruksi jalan yang bertambah setiap
tahunnya untuk menambah proporsi jalan mantap yang ada di Provinsi
Kaltim. Lokus penanganan jalan untuk meningkatkan persentase jalan
mantap adalah ruas-ruas jalan provinsi yang mendukung sektor
perekonomian seperti ruas jalan Tanjung Redeb-Talisayan yang
mendukung Pariwisata dan ruas jalan Patung Lembuswana — Sebulu yang

mendukung Pertanian.
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Gambar 11.49

Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2019-2022
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu
permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai
149,19 km/1.000 km? (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah
seluas 1000 km?) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000

km?2. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:
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Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan
terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai
dengan kebutuhan;

Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan
menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional
maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas
Kalimantan;

Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang
dan status kawasan lindung;

Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;

Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan
belum optimal; dan

Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai

jalan arteri dan kolektor
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Gambar I1.50

Peta Jalan Menurut Status Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan

strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian
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daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya
air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih
perlu mendapatkan perhatian. Pada dimensi pendayagunaan air aspek
yang perlu mendapatkan perhatian serius penyediaan kapasitas air baku.

Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku saat ini adalah sebesar
7.922 liter/detik. Hal ini masih jauh dari kebutuhan air baku yang
diharapkan, kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pembangunan
Bendungan Marangkayu dan Sukarahmat yang diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan air baku di Kota Bontang terkendala dalam pelaksanaannya yaitu
pembebasan lahan, tumpang tindih dengan HGU, dan lokasi bendungan yang
berada di kawasan lindung.

Pemenuhan kebutuhan air baku masih perlu untuk ditetapkan menjadi
prioritas daerah, utamanya pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang
masih sangat bergantung pada penggunaan air tanah. Pemenuhan air baku
dengan mengandalkan air permukaan sangat diperlukan untuk jangka
panjang, sementara untuk pemenuhan air baku untuk jangka pendek masih
tetap mengandalkan penggunaan air tanah dengan pembangunan sumur
dalam. Penambahan kapasitas air baku juga dianggap sangat penting,
terutama dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu
Kota Negara (IKN). Dengan penetapan IKN di Kalimantan Timur maka
diperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan air baku sebagai
konsekuensi dari pertambahan penduduk dan tumbuhnya kegiatan ekonomi
baru dalam mendukung IKN.

Kalimantan Timur mempunyai garis pantai sepanjang 3.925 Km yang
terbentang dari Kabupaten Berau di bagian Utara dan Kabupaten Paser di
wilayah Selatan. Dengan garis pantai yang sangat panjang maka potensi
terjadinya pengikisan akibat gelombang dan arus laut yang bersifat
destruktif atau merusak menjadi cukup tinggi. Sementara pembangunan
infrastruktur pengaman pantai masih rendah capaiannya, tidak berbanding
lurus dengan panjang pantai kritis yang ada. Berdasarkan data
perhitungan tahun 2019 terdapat 13.600 meter pantai kritis yang berada
di dalam WS. Kewenangan Provinsi (Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau),
sementara itu pembangunan infrastruktur pengaman pantai sampai
dengan tahun 2022, baru mencapai 455 meter. Sehingga kedepannya
penanganan pantai kritis harus dilanjutkan setiap tahunnya, agar dapat

meminimalisir daya rusak air terhadap pantai. Namun penanganan ke
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depan perlu juga dipikirkan penanganan alternatif selain pembangunan
fisik seperti konservasi/vegetasi.

Berdasarkan hasil laporan capaian terhadap Rasio luas kawasan
permukiman sepanjang pantai rawan abasi, erosi, dan akresi yang
terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi

tahun 2021 sebesar 35,29% dan tahun 2022 sebesar 46,47%.
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Gambar I1.51

Penanganan Pantai Kritis
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

Pengelolaan pantai dan penanganan pantai kritis menjadi elemen
yang sangat penting dalam pengelolaan daerah pesisir yang pada gilirannya
diharapkan dapat mendukung kemandirian dan pertumbuhan
perekonomian berbasis non migas. Pantai merupakan potensi pariwisata
yang menjadi salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini
dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Berau menjadi Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya Pulau Derawan yang
mengedepankan pembangunan di sektor pariwisata. Penanganan pantai
juga dilaksanakan dalam rangka mendukung masyarakat pesisir dalam
melaksanakan kegiatan ekonomi, yang mayoritas bergantung pada

pemanfaatan hasil laut.
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5) Penataan Ruang
Dalam perwujudan penyelenggaraan penataan ruang, skoring
penyelenggaraan penataan ruang menjadi tolak ukur dalam menilai
keberhasilan kinerja penataan ruang. Realisasi capaian kinerja skoring
penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2019 sebesar 66,46 persen
dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 67,57 persen.
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kawasan
Strategis Provinsi tidak lagi ditetapkan dengan Perda RRTR melainkan
menjadi bagian dari substansi Perda RTRW itu sendiri, sehingga hal ini
mempengaruhi indikator pada aspek pelaksanaan penataan ruang.
Sehingga, pada tahun 2021 - 2023, terdapat peningkatan skoring menjadi
83,10 persen dikarenakan progres revisi RTRWP telah berjalan sesuai
dengan target.
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Gambar I1.52

Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Pada tahun 2023 ditargetkan pencapaian Skoring Penyelenggaraan
Penataan Ruang mencapai 83,10% dimana diperlukan peningkatan sebesar
4,53%. Adapun target ini didasarkan kepada peningkatan kinerja dari
masing-masing aspek yaitu Aspek Pembinaan Penataan Ruang (38,30),
Aspek Pengaturan Penataan Ruang (23,50) dan Aspek Pelaksanaan
Penataan Ruang (23,10). Selain itu diharapkan pada awal tahun 2023,
Revisi RTRWP sudah dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga
Kabupaten/Kota yang saat ini sedang melakukan peninjauan kembali dan

proses revisi perda dapat mengacu perda RTRWP.
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D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1) Rumah Tidak Layak Huni

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia
yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Data SUSENAS tahun 2023
menunjukkan bahwa Rumah Tangga di Kalimantan Timur yang telah
menempati rumah layak huni mencapai 75,82%. Kondisi ini naik sekitar
2,64% dari tahun sebe